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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas relasi 
pengaturan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia 
karena pengaturannya tersebar dalam berbagai peraturan perundang-
undangan yang saling berkaitan, baik secara vertikal maupun 
horizontal. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya 
ketidakselarasan atau disharmoni, serta ketidaksinkronan. 
Ketidakselarasan tersebut diduga terjadi baik secara internal, yaitu di 
dalam pasal-pasal UU Perkawinan itu sendiri, maupun secara 
eksternal, yaitu antarperaturan perundang-undangan. Penelitian ini 
hadir untuk menjawab tiga pertanyaan krusial: pertama, sejauh mana 
peraturan perundang-undangan mengenai isu hukum perkawinan di 
Indonesia sinkron satu sama lain, baik secara vertikal maupun 
horizontal?, kedua, mengapa ketentuan hukum perkawinan bagi 
masyarakat Muslim di Indonesia mengandung watak keterbukaan dan 
fleksibilitas?, dan ketiga, apakah fleksibilitas tersebut berpengaruh 
terhadap sikap para pengambil kebijakan dan bagaimana implikasi 
nyata dari disharmoni serta fleksibilitas tersebut dalam praktik 
penegakan hukum perkawinan Muslim di Indonesia? Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi pengaturan hukum 
perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia, mengidentifikasi 
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya disharmoni dan 
fleksibilitas norma, dan mengkaji implikasi disharmoni dan 
fleksibilitas tersebut dalam praktik penyelenggaraan hukum 
perkawinan. 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang 
menekankan pada teks teks peraturan perundang-undangan dan pada 
praktik praktik hukum yang merupakan implikasi dari sistematika dan 
sifat dari peraturan perundang-undangan tersebut. Penelitian ini 
didasarkan pada data-data teks hukum berupa bahan hukum primer 
yaitu UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, UU 
Perlindungan Anak, UU Adminduk dan pedoman-pedoman serta 
surat edaran dan peraturan Mahkamah Agung. Penelitian ini juga 
didasarkan pada data-data empiris berupa praktik Peradilan yang 
termanifestasi dalam putusan dan penetapan Pengadilan agama dan 
Negeri. Data-data teks dan praktik hukum ini dikaji dengan teori 
politik hukum (legal policy), akomodasi politik, konflik norma, dan 
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siyāsah sharʿiyyah untuk menganalisis penyebab terjadinya 
disharmoni dan implikasinya dalam praktik. 

Penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama. Pertama, 
pengaturan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia 
pada dasarnya dibentuk dalam semangat untuk saling memperhatikan 
dan membangun keterkaitan antarperaturan perundang-undangan 
sebagai satu kesatuan hukum perkawinan. Namun, dalam relasi 
antarperaturan tersebut ditemukan adanya disharmoni dan 
fleksibilitas dengan karakter yang berbeda. Disharmoni ditemukan 
dalam bentuk ḥīlah hukum pada pengaturan perkawinan beda agama 
dan perkawinan wanita hamil. Disharmoni lainnya muncul dalam 
bentuk multiinterpretasi terhadap pengaturan pengasuhan anak dan 
penentuan awal masa iddah. Di samping disharmoni tersebut, 
penelitian ini juga menemukan adanya fleksibilitas dalam pengaturan 
usia minimum perkawinan melalui mekanisme dispensasi serta 
pelonggaran kewajiban pencatatan perkawinan melalui mekanisme 
isbat nikah. Kedua, disharmoni dan fleksibilitas dalam hukum 
perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia berakar pada 
dinamika pembentukan dan perkembangan hukum yang 
mempertemukan berbagai orientasi, nilai, dan konstruksi normatif. 
Disharmoni dalam pengaturan perkawinan beda agama dan 
perkawinan wanita hamil terutama dipengaruhi oleh perjumpaan 
antara kebijakan hukum dalam merespons pluralitas keberagamaan 
masyarakat, penguatan spirit perlindungan anak, serta menguatnya 
perspektif hak asasi manusia dalam pembacaan hukum perkawinan. 
Sementara itu, disharmoni yang berkembang dalam bentuk 
multiinterpretasi pengasuhan anak berakar pada pergeseran dasar 
pemaknaan hak asuh dari konstruksi ḥaḍānah dalam fikih menuju 
penggunaan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar 
penentuan pengasuhan. Adapun multiinterpretasi dalam penentuan 
awal masa iddah berakar pada perbedaan konstruksi mengenai saat 
putusnya perkawinan, yakni antara fikih yang mengaitkan akibat talak 
dengan pengucapan talak dan hukum formal Indonesia yang 
menempatkan putusnya perkawinan dalam mekanisme peradilan. 
Fleksibilitas dalam pengaturan usia minimum perkawinan melalui 
mekanisme dispensasi serta dalam pelaksanaan kewajiban pencatatan 
perkawinan melalui mekanisme isbat nikah berakar pada adanya 
ketegangan normatif antara kebutuhan untuk mempertahankan 
stabilitas dan kepastian norma dengan tuntutan perubahan hukum, 
serta antara idealitas hukum yang dirumuskan dalam norma dengan 
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realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Ketiga, disharmoni dan 
fleksibilitas dalam hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di 
Indonesia berimplikasi pada cara hukum bekerja dalam praktik dan 
pada menurunnya daya imperatif norma. Dalam konteks isu hukum 
pernikahan beda agama, misalnya, banyak pasangan yang 
mengajukan permohonan pernikahan di Pengadilan Negeri dan 
mendapatkan ijin, sedangkan di sisi lain beberapa memilih untuk 
melakukan konversi, yang cenderuang manipulatif. Dalam isu lain, 
yaitu isu hukum pernikahan wanita hamil, beberapa pasangan 
melakukan pernikahan dengan laki-laki yang menghamilinya, dan 
sementara yang lain merasa mendapatkan ligitimasi untuk melakukan 
pernikahan dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Sementara 
dalam isu hukum pencatatan perkawinan, banyak pasangan yang lebih 
memperhatikan ketentuan isbat nikah ketimbang ketentuan utama 
keharusan pencatatan, dan bahkan memberikan ruang bagi para 
pelaku poligami siri untuk mengajukan isbat nikah. Contoh praktik 
implikasi disharmoni dan fleksibilitas teks hukum tersebut 
menunjukan adanya ketergantungan realisasi kepastian dan 
kemaslahatan hukum pada diskresi dan penafsiran aparat penegak 
hukum, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya pergeseran pusat 
perkembangan hukum dari legislator menuju implementator (dari 
legislasi (tashri’) ke interpretasi (ijtihadi). 
 
Kata kunci: disharmoni, fleksibilitas, multiinterpretasi, hukum 
perkawinan, masyarakat Muslim. 
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ABSTRACT 

 
This research is motivated by the complexity of legal 

regulations concerning marriage for Muslims in Indonesia, in that 
these regulations are dispersed across various interrelated laws and 
statutes, both vertically and horizontally. On this condition, it is 
anticipated that inconsistency, disharmony, and lack of 
synchronization may exist. Such inconsistencies are expected to occur 
internally within the articles of the Marriage Law itself, and externally 
across different laws and regulations. This study seeks to answer three 
crucial questions: first, to what extent are the laws regulating marriage 
issues in Indonesia synchronized with one another, both vertically and 
horizontally? Second, why do the legal provisions on marriage for 
Muslims in Indonesia exhibit openness and flexibility? Third, does 
such flexibility influence policymakers’ attitudes, and what are the 
practical implications of disharmony and flexibility in the 
enforcement of Muslim marriage law in Indonesia? The purposes of 
this research are to analyze the synchronization of marriage law 
regulations for Muslims in Indonesia, identify the factors causing 
disharmony and normative flexibility, and examine their implications 
in the practice of marriage law enforcement. 

This study employs empirical juridical research, focusing on 
statutory texts and legal practices that reflect the systematics and 
characteristics of these laws. The study examined primary legal 
materials such as Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law, 
the Child Protection Law, the Civil Registration Law, as well as 
guidelines, circulars, and Supreme Court regulations. It also draws on 
empirical data from judicial practices manifested in decisions and 
rulings of religious and civil courts. These textual and practical data 
are analyzed using theories of legal policy, political accommodation, 
normative conflict, and siyāsah sharʿiyyah to investigate the causes 
of disharmony and its implications in practice. 

Three main results are discovered. First, marriage law 
regulations for Muslims in Indonesia were essentially designed in the 
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spirit of mutual consideration and integration, aiming to form a 
unified system of marriage law. However, within these interrelations, 
disharmony and flexibility with distinct characteristics are found. 
Disharmony appears in the form of legal excuses (ḥīlah) in regulating 
interfaith marriages and marriages involving pregnant women. Other 
disharmony arises from multiple interpretations of child custody 
provisions and the determination of the beginning of the iddah period. 
Alongside these disharmonies, the study also identifies flexibility in 
regulating the minimum marriage age through dispensation 
mechanisms and in relaxing the obligation of marriage registration 
through isbat nikah. Secondly, disharmony and flexibility in Muslim 
marriage law in Indonesia are rooted in the dynamics of legal 
formation and development, which bring together diverse 
orientations, values, and normative constructions. Disharmony in 
interfaith marriage and marriage involving pregnant women is mainly 
influenced by the intersection of legal policy responses to religious 
pluralism, the strengthening of child protection principles, and the 
growing human rights perspective in interpreting marriage law. 
Meanwhile, disharmony in child custody arises from a shift in the 
basis of custody rights from the ḥaḍānah concept in Islamic 
jurisprudence to the principle of the best interests of the child. The 
multiple interpretations of the beginning of the iddah period stem 
from differing constructions of when a marriage is considered 
dissolved—between Islamic jurisprudence, which ties divorce effects 
to the pronouncement of divorce, and Indonesian formal law, which 
places dissolution within judicial mechanisms. Flexibility in 
regulating the minimum marriage age and marriage registration 
obligations reflects normative tensions between the need for stability 
and certainty of law and the demands of legal change, as well as 
between the ideality of law as formulated in norms and the social 
realities faced by the society. Third, disharmony and flexibility in 
Muslim marriage law in Indonesia affect how law operates in practice 
and reduce the imperative force of norms. For instance, in interfaith 
marriage cases, many couples apply to civil courts and obtain 
permission, while others resort to conversion, often manipulatively. 
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In cases of marriage involving pregnant women, some women marry 
the men of their pregnancy, while others feel legitimized to marry a 
different man. In marriage registration issues, many couples prioritize 
isbat nikah over the primary requirement of registration, even 
allowing space for unregistered polygamous marriages to be 
legitimized through isbat nikah. These examples demonstrate that the 
realization of legal certainty and benefit depends heavily on the 
discretion and interpretation of law enforcers, ultimately shifting the 
center of legal development from legislators to implementers—from 
legislation (tashriʿ) to interpretation (ijtihādī). 

 
Keywords: disharmony, flexibility, multiple interpretations, marriage 
law, Muslim society. 
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 ملخص
 

ينطلق هذا البحث من تعقيد العلاقات في تنظيم قانون الزواج لدى المجتمع المسلم 
هذا   يشير  وأفقيًا.  رأسياً  مترابطة،  ولوائح  قوانين  في  يتوزع  حيث  إندونيسيا،  في 

أو انسجام  عدم  إلى وجود  بوضوح  تزامن.  الوضع  عدم  إلى  تناغم إضافة  عدم 
نفسه أو خارجياً،   ويعُتقد أن هذا الخلل يحدث داخلياً، أي في مواد قانون الزواج

أي بين مختلف القوانين واللوائح. يهدف هذا البحث إلى الإجابة عن ثلاثة أسئلة 
الزواج في   بقانون  المتعلقة  واللوائح  القوانين  تتسق  مدى  أي  إلى  أولًً،  جوهريئة: 
إندونيسيا رأسياً وأفقيًا؟ ثانيًا، لماذا تتسم أحكام قانون الزواج للمجتمع المسلم في  

تؤثر هذه المرونة على توجهات صانعي  إندونيس يا بالًنفتاح والمرونة؟ ثالثاً، هل 
السياسات، وما هي الآثار الفعلية لعدم التناغم والمرونة على تطبيق قانون الزواج  

تنظيم قانون   الإسلامي في إندونيسيا؟ يهدف هذا البحث إلى تحليلمدى التزامن في 
والمرونة المعيارية،      الزواج للمجتمع المسلم، وتحديد العوامل المسببة لعدم الًنسجام

 .ودراسة آثارهما في تطبيق قانون الزواج
يركز على نصوص التشريعات   البحث على منهج بحث قانونيتجريب  يعتمد هذا 

انعكاساً لبنية وطبيعة هذه التشريعات ويرتكز   وعلى الممارسات القانونية التي تمثل
ومجموعة الشريعة  ١٩٧٤لسنة     (١)   على بيانات قانونية أولية مثل: القانون رقم

والتعاميم   الإسلامية وقانون حماية الطفل وقانون الإدارة المدنية إضافة إلى اللوائح
العليا المحكمة  عن  ممارسات    الصادرة  بيانات تجريبية في شكل  إلى  يستند  كما 

الًبتدائية.وتُحلل هذه   الدينية والمحاكم  المحاكم  قرارات وأحكام  تتجلى في  قضائية 
والصراع  السياسي  والتوافق  القانونية  السياسة  نظريات  باستخدام  البيانات 

 رسة.المعياريوالسياسة الشرعية لتحليل أسباب عدم الًنسجام وآثاره في المما
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يصل البحث إلى ثلاثة نتائج رئيسة: أولًً، إن تنظيم قانون الزواج للمجتمع المسلم  
القوانين   بين  وبناء علاقات  المتبادل  الًحترام  بروح  مؤسسًا  يصاغ  إندونيسيا  في 
واللوائح كإطار قانوني موحد للزواج. مع ذلك، تتخلل العلاقة بين هذه الأنظمة 

عدم الًنسجام في شكل تفسيرات قانونية  عدم انسجام ومرونة متفاوتة. يظهر  
لتنظيم الزواج بين الأديان وزواج الحوامل. كما ينشأ عدم انسجام آخر في شكل 
تفسيرات متعددة لأنظمة رعاية الطفل وتحديد فترة العدة الأولى. إضافةً إلى عدم  
الًنسجامات هذه وجد هذا البحث مرونة في تنظيم الحد الأدنى لسن الزواج من  

ل آليات الإعفاء، وتيسير الًلتزام بتسجيل الزواج عبر آلية عقد النكاح. ثانيًا، خلا
القانوني للمجتمع المسلم في   يتجذر عدم الًنسجام والمرونة في التكوين والتطور 
إندونيسيا في ديناميات التكوين والتطور القانوني التي تجمع بين توجهات وقيم وبنى  

لًنسجام في تنظيم الزواج بين الأديان وزواج الحوامل  معيارية متنوعة. ويتأثر عدم ا
المجتمعي،   التدين  لتعددية  استجابةً  القانونية  السياسات  بتداخل  بشكل أساسي 
وتعزيز روح حماية الطفل، وتعزيز منظور حقوق الإنسان في تفسير قانون الزواج.  

ال من  في غضون ذلك، ينبع عدم الًنسجام المتزايد في تفسيرات حضانة الأطف
تحول في المعنى الأساسي لحقوق الحضانة، من مفهوم الحضانة في الفقه الإسلامي  
إلى استخدام مبدأ مصلحة الطفل الفضلى كأساس لتحديد الحضانة. أما تعدد  
التفسيرات في تحديد فترة العدة الأولى، فيعود إلى اختلافات في تفسير فسخ الزواج،  

الذي  الإسلامي  الفقه  بين  والقانون   وتحديدًا  بنطقه،  الطلاق  تبعات  يربط 
الإندونيسي الرسمي الذي يُُضع فسخ الزواج للنظام القضائي. وتعود مرونة تحديد  
الحد الأدنى لسن الزواج من خلال آلية الإعفاء، وتطبيق إلزامية تسجيل الزواج من  
استقرار   على  الحفاظ  بين ضرورة  المعياري  التوتر  إلى  النكاح،  عقد  آلية  خلال 



xix 
 

الأحكام ويقينها، وبين متطلبات التغيير القانوني، وبين مُثلُ القانون المصُاغة في  
الأحكام والواقع الًجتماعي الذي يواجهه المجتمع. ثالثاً، لً يتوقف عدم الًنسجام  
والمرونة في قانون الزواج للمجتمع المسلم في إندونيسيا على كيفية تطبيق القانون  

يتأثر ك بل  فعلى سبيل  عملياً فحسب،  القانونية.  الأحكام  قوة  تراجع  ذلك في 
القانونية المتعلقة بالزواج بين الأديان، يلجأ العديد من   المثال، في سياق المسألة 

ويتجلى هذا الشرط من خلال   .الأزواج إلى المحكمة الًبتدائية لتقديم طلبات الزواج
نهاية  في  يؤدي  مما  القانون،  إنفاذ  عن  المسؤولين  وتفسير  تقدير  على  الًعتماد 

 .المطاف إلى تحول في مركز التطوير القانوني من المشرعين إلى المنفذين
 

: عدم الًنسجام، المرونة، تعدد التفاسير، قانون الزواج، المجتمع الكلمات المفتاحية
 الإسلامي. 
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GLOSARIUM 

Daya Imperatif : Kekuatan, sifat, atau kemampuan suatu hal 
(seperti norma, hukum, aturan, atau bentuk 
tindak tutur) untuk memerintah, memaksa, 
mengendalikan, atau mewajibkan pihak lain 
agar mematuhi atau melakukan sesuatu. 

Disharmoni Hukum : Kondisi saat aturan, norma, atau produk 
hukum saling tumpang tindih, tidak selaras, 
atau saling bertentangan satu sama lain. 
Keadaan ini memicu ketidakpastian hukum, 
perbedaan penafsiran di masyarakat, dan 
hambatan dalam pelaksanaan aturan di 
lapangan. 

Diskresi : Kebebasan mengambil keputusan sendiri, 
bertindak atas dasar penilaian sendiri, dan 
wewenang khusus bagi pejabat untuk 
mengatasi situasi darurat. 

Dispensasi Kawin : Pemberian izin oleh pengadilan kepada calon 
suami atau istri yang belum berusia 19 tahun 
untuk melangsungkan pernikahan. 

Fleksibilitas : Kelenturan atau kemudahan menyesuaikan 
diri. 

Hadanah : Pengasuhan/ Hak Asuh Anak , yaitu kegiatan 
pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan 
anak 

Ḥīlah Hukum : Rekayasa, siasat, atau cara-cara cerdik yang 
digunakan seseorang untuk menyiasati 
ketentuan atau aturan syariat. Praktik ini 
sering kali memanfaatkan perbuatan yang 
secara lahiriah tampak sah atau benar, tetapi 
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bertujuan untuk menghindari kewajiban atau 
menghalalkan hal yang dilarang. 

Isbat Nikah : Permohonan pengesahan atau penetapan 
sahnya pernikahan yang diajukan ke 
Pengadilan Agama 

Judicial Review : Proses pengujian aturan hukum oleh lembaga 
peradilan, mencakup pengujian undang-
undang terhadap UUD 1945 serta pengujian 
peraturan di bawah undang-undang 

Konfigurasi : Bentuk, wujud, atau susunan dari suatu 
unsur. 

Legal Policy : Kebijakan Hukum: Garis haluan atau pilihan 
tindakan yang diambil oleh lembaga 
berwenang (seperti pembuat undang-
undang) dalam merumuskan hukum untuk 
mencapai tujuan negara. 

Masa Idah : Masa tunggu bagi seorang perempuan untuk 
tidak menikah lagi setelah berpisah dari 
suaminya. 

Nikah Wanita Hamil : Pernikahan seorang perempuan yang sedang 
mengandung di luar nikah. 

Nikah Siri : Pernikahan yang sah menurut agama Islam 
karena memenuhi rukun dan syarat nikah, 
tetapi tidak dicatat secara resmi di Kantor 
Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan 
sipil. 

Penetapan   : Produk hukum yang dikeluarkan oleh hakim 
dalam perkara perdata sukarela (volunter), 
yang bercirikan tidak adanya sengketa, 
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bersifat menetapkan status hukum 
(deklaratoir). 

Putusan PengadilanAgama : Pernyataan tertulis yang diucapkan 
oleh hakim dalam sidang terbuka 
untuk umum, guna menyelesaikan 
sengketa atau perkara perdata tertentu 
di tingkat pertama bagi orang-orang 
beragama Islam di bidang 
perkawinan, waris, hibah, wakaf, 
hingga ekonomi syariah.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Kehadiran hukum bertujuan menciptakan kondisi yang baik dalam 
kehidupan masyarakat, seperti ketertiban, kesejahteraan, 
kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. Pencapaian atas tujuan 
pembuatan hukum tersebut tidak hanya ditentukan oleh struktur 
hukum itu, tetapi juga ditentukan oleh materi produk hukum tersebut. 
Upaya penegakan hukum bagaimanapun terhadap suatu peraturan 
hukum tidak akan memberikan dampak yang baik jika sedari awal 
produk hukum tersebut tidak berkualitas baik. Apabila hukum yang 
dibuat itu baik, maka akan menciptakan kondisi yang baik di tengah 
kehidupan masyarakat.1  

Salah satu indikator baiknya kualitas suatu produk hukum 
adalah adanya keharmonisan yang kuat, baik secara internal dari 
sistem peraturan tersebut maupun eksternal antara satu peraturan 
dengan peraturan yang lain.2 Dengan demikian, untuk merealisasikan 
beberapa kondisi yang baik tersebut, produk hukum harus memiliki 
keharmonisan yang kuat. Suatu produk hukum yang memiliki 
sinergitas yang kuat, secara internal maupun eksternal dengan produk 
hukum yang lain, akan mudah memberikan realisasi kondisi yang baik 
tersebut. Apabila hukum yang dibuat tidak memiliki sinergitas yang 
kuat, maka justru akan menimbulkan ketimpangan sosial.3 

Dalam praktiknya, menciptakan keharmonisan dalam suatu 
peraturan perundang-undangan bukanlah hal yang mudah. 
Keragaman hal yang diatur dalam suatu produk hukum juga diduga 

 
1 Diya Ul Akmal, “Penataan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Upaya 

Penguatan Sistem Hukum di Indonesia,” Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 3 (2021): 
296–308.  

2 Syahlan, “Rekonstruksi Penataan Peraturan Perundang-Undangan Pasca 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan,” Wacana Hukum 25, no. 2 (2019): 94–117. 

3 Salahudin Tunjung Seta, “Hak Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan,” Jurnal Legislasi Indonesia 17, no. 2 (2020): 154–66. 
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berpotensi menciptakan adanya disharmoni antara satu hal dengan hal 
lain. Adanya disharmoni internal dalam suatu peraturan berarti telah 
menyebabkan terjadinya konflik norma secara internal dalam satu 
produk hukum tersebut, dan tentunya hal ini menurunkan kualitas 
produk hukum tersebut. Disharmoni peraturan perundang-undangan 
akan memunculkan ketidakpastian hukum, ketidaktertiban, dan rasa 
tidak dilindunginya masyarakat.4 

Secara eksternal, keberadaan suatu peraturan memiliki 
hubungan keterkaitan dengan peraturan lain. Hubungan ini bisa 
bersifat horizontal maupun vertikal. Sebagai contoh adalah hukum 
perkawinan. Dalam relasi vertikal, terdapat beberapa macam produk 
hukum yang mengatur perkawinan yang berbeda secara hierarkis, 
seperti terdapat dalam produk UUD 19455, undang-undang, peraturan 
pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan 
menteri. Secara eksternal, keberadaan suatu peraturan memiliki 
keterkaitan dengan peraturan lainnya. Hubungan tersebut dapat 
bersifat horizontal maupun vertikal. Hukum perkawinan merupakan 
salah satu bidang yang menunjukkan adanya keterkaitan 
antarketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam relasi vertikal, 
pengaturan mengenai perkawinan terdapat dalam berbagai tingkat 
peraturan perundang-undangan dengan kedudukan yang berbeda 
dalam hierarki, mulai dari UUD 1945, undang-undang, peraturan 
pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, hingga peraturan 
menteri. Keberagaman tingkat peraturan tersebut menunjukkan 
bahwa pengaturan perkawinan memiliki struktur regulasi yang 
kompleks sehingga keterkaitan substansi hukum pada setiap tingkat 
peraturan menjadi penting untuk dikaji. 

 
4 Soegiyono, “Pentingnya Harmonisasi dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan,” dalam Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan 
(Mitra Wacana Media, 2015). 

5 UUD 1945 tidak langsung membahas mengenai hukum perkawinan. 
Konstitusi tersebut hanya mengatur sisi fundamental dari hukum perkawinan seperti 
hak berkeluarga, hak atas keturunan, hak anak, dan hak-hak yang lain. Penyebutan 
UUD 1945 dalam hal ini untuk mengakui bahwa sisi fundamental dari hukum 
perkawinan berasal dari UUD 1945 sebagai kedudukan tertinggi dalam hirarki 
peraturan perundang-undangan. 
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Dalam ranah hukum keluarga Islam khususnya hukum 
perkawinan, umat Islam dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). 
Namun, sebuah ironi terjadi. Regulasi fundamental ini sudah sangat 
lama tidak mengalami perubahan substantif. Sejak tahun 1974, 
undang-undang ini hanya pernah diubah satu kali, yaitu pada tahun 
2019 melalui UU No. 16 Tahun 2019, itu pun hanya menyentuh satu 
pasal saja terkait batas usia minimum perkawinan.  

Beberapa kasus judicial review atas UU Perkawinan yang 
telah dikabulkan Mahkamah Konstitusi memperlihatkan adanya 
persoalan dalam hubungan antara norma dalam UU Perkawinan 
dengan UUD 1945, seperti dalam kasus hak anak luar nikah6 dan usia 
minimum perkawinan.7 UUD 1945 menjamin hak setiap anak untuk 
memperoleh perlindungan serta bebas dari perlakuan diskriminatif.8 
Namun, ketentuan mengenai anak luar nikah dalam Undang-Undang 
Perkawinan (sebelum judicial review) berpotensi membatasi 
pemenuhan hak-hak anak tersebut sehingga menimbulkan 
ketidakselarasan dengan jaminan konstitusional yang diberikan oleh 
UUD 1945.9 Sementara itu mengenai usia minimum, UUD 1945 
menjamin hak setiap anak untuk memperoleh perlindungan, tumbuh 
dan berkembang, serta bebas dari perlakuan diskriminatif. Namun, 
pengaturan mengenai usia minimum perkawinan dalam Undang-

 
6 Marilang, “Legal Relationship Between Illegitimate Children and Their 

Biological Father: The Analysis of Constitutional Court Decree No. 46/Puu-
Viii/2010 in the Perspective of Civil and Islamic Law,” Journal of Indonesian Islam 
10, no. 2 (2016): 335.  

7 Yuni Roslaili et al., “Family Law Reform in Indonesia According to the 
Maqashid Al-Shari’a Perspective (A Case Study of Law No. 16 of 2019),” Gender 
Equality: International Journal of Child and Gender Studies 7, no. 2 (2021): 183; 
Achmad Moelyono et al., “Marriage Dispensation Policy in Children Protection: 
Evaluation of Article 7 Paragraph (2) of Law Number 16 of 2019 Concerning 
Amendments to Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage),” Al-Mashlahah 
Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial 10, no. 01 (2022): 75. 

8 Hiba Fajarwati et al., “Legal Consequences of Establishing the Civil Rights 
of Illegitimate Children from the Progressive Fiqh Perspective,” Karsa Journal of 
Social and Islamic Culture 32, no. 1 (2024): 90–118. 

9 Ahmad Sukris Sarmadi et al., “Revisiting Paternity and Inheritance in 
Islamic Law: Legal Recognition and the Status of Children Born Out of Wedlock in 
Indonesia,” Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran 25, no. 2 (2026): 403–427. 
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Undang Perkawinan, khususnya yang sebelumnya membedakan batas 
usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan, berpotensi 
merugikan hak anak dan menimbulkan ketidakselarasan dengan 
jaminan konstitusional dalam UUD 1945. Langkah progresif 
Mahkamah Konstitusi dalam menangani judicial review dalam 
hukum perkawinan tersebut dianggap sebagai perlindungan terhadap 
hak sipil politik dalam perkawinan.10 

Selain vertikal, satu jenis produk hukum perkawinan dalam 
level tertentu juga mempunyai hubungan keterkaitan dengan 
peraturan lain. Seperti, Undang-Undang Perkawinan mempunyai 
hubungan dengan UU Perlindungan Anak, UU Administrasi 
Kependudukan, dan UU yang lain. Keterkaitan tersebut menunjukkan 
adanya relasi horizontal yang perlu diperhatikan dalam memahami 
keseluruhan pengaturan mengenai perkawinan. Dalam konteks 
tersebut, hubungan antara pengaturan dalam UU Perkawinan dan 
pengaturan dalam undang-undang lainnya menjadi penting untuk 
ditelaah, khususnya dalam melihat konsistensi dan keterpaduan 
pengaturannya. Pada sejumlah isu, masing-masing undang-undang 
memiliki ruang lingkup dan pendekatan pengaturan yang berbeda 
terhadap objek hukum yang saling berkaitan. Keragaman pengaturan 
tersebut antara lain tampak dalam pengaturan usia minimum 
perkawinan dan perlindungan hak anak, status serta hubungan 
keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan, dan pencatatan 
perkawinan dalam sistem administrasi kependudukan. Kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa pengaturan perkawinan tidak hanya 
berada dalam satu rezim hukum, tetapi beririsan dengan berbagai 
rezim pengaturan lainnya. Oleh karena itu, hubungan horizontal di 
antara berbagai pengaturan tersebut menjadi penting untuk ditelaah, 
khususnya dalam melihat konsistensi dan keterpaduannya dalam 
membentuk kerangka hukum perkawinan. 

Hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim Indonesia 
merupakan salah satu bidang hukum yang menunjukkan kompleksitas 
dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. 

 
10 Pan Mohamad Faiz, “The Protection of Civil and Political Rights by the 

Constitutional Court of Indonesia,” Indonesia Law Review 6, no. 2 (2016): 158–179. 
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Kompleksitas tersebut antara lain terlihat dalam pengaturan batas usia 
minimum perkawinan dan mekanisme dispensasi kawin. Peningkatan 
batas usia minimum perkawinan ditempatkan sebagai salah satu 
upaya untuk memperkuat perlindungan anak, sementara pada saat 
yang sama tetap tersedia mekanisme dispensasi yang memungkinkan 
perkawinan dilakukan sebelum mencapai batas usia tersebut. 
Keberadaan kedua pengaturan tersebut menunjukkan adanya 
hubungan antara norma umum mengenai batas usia perkawinan dan 
mekanisme pengecualiannya yang perlu dicermati dalam kerangka 
pengaturan perkawinan. Relasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan 
konstruksi normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga 
dengan penerapannya dalam praktik perkawinan. Kondisi ini 
membuka ruang untuk mengkaji bagaimana hubungan, konsistensi, 
dan keterpaduan berbagai pengaturan tersebut dalam mewujudkan 
tujuan perlindungan anak dan pembentukan hukum perkawinan.  

Salah satu persoalan dalam hukum perkawinan di Indonesia 
tampak pada pengaturan batas minimum usia perkawinan. Persoalan 
tersebut muncul dari kompleksitas hubungan antara Pasal 7 ayat (1) 
UU 16/2019 tentang Perkawinan yang menetapkan batas minimum 
usia perkawinan 19 tahun dengan Pasal 7 ayat (2) yang tetap 
membuka peluang dilakukannya perkawinan di bawah usia tersebut 
melalui mekanisme dispensasi kawin. Secara normatif, perubahan 
batas usia perkawinan diarahkan untuk memperkuat perlindungan 
terhadap anak dan menekan praktik perkawinan anak. Urgensi 
perubahan tersebut tidak terlepas dari masih tingginya angka 
perkawinan anak di Indonesia. Pada tahun 2018, Indonesia 
menempati peringkat ke-10 di antara beberapa negara di dunia dalam 
hal perkawinan anak. Pada tahun yang sama, sebanyak 1.220.900 
perempuan Indonesia diketahui telah menikah sebelum berusia 18 
tahun.11 Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu latar belakang 
pembaruan ketentuan batas minimum usia perkawinan melalui 
perubahan Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019. Namun, 

 
11 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Profil 

Anak Indonesia 2020 (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, 2020). 
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pembaruan ketentuan tersebut belum serta-merta diikuti dengan 
menurunnya praktik perkawinan pada usia anak. Sebaliknya, 
permohonan dispensasi kawin justru menunjukkan peningkatan. Pada 
tahun 2020, pengadilan agama menerima sekitar 34.000 permohonan 
dispensasi kawin, lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang 
berjumlah 23.126 permohonan.12 Peningkatan tersebut menunjukkan 
bahwa penguatan batas usia perkawinan pada tataran normatif 
berhadapan dengan praktik hukum yang tetap membuka ruang bagi 
perkawinan di bawah batas usia yang telah ditentukan melalui 
mekanisme dispensasi. Persoalan yang muncul tidak semata-mata 
terletak pada tingginya angka perkawinan anak, tetapi juga pada 
adanya jarak antara tujuan pembaruan norma dan realitas 
penerapannya.  

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengaturan usia 
minimum perkawinan tidak dapat dipahami secara terpisah dari 
keseluruhan konstruksi hukum perkawinan yang berlaku. Di satu sisi, 
hukum menetapkan batas minimum usia perkawinan sebagai 
instrumen perlindungan anak. Di sisi lain, hukum juga menyediakan 
mekanisme dispensasi yang memungkinkan penyimpangan terhadap 
batas tersebut. Pertautan antarketentuan ini pada akhirnya melahirkan 
ruang keterbukaan dalam penerapan hukum dan berimplikasi pada 
tetap berlangsungnya perkawinan di bawah umur. Salah satu kajian 
bahkan mengaitkan persoalan tersebut dengan keberadaan hukum 
Islam sebagai living law yang berinteraksi dengan hukum positif 
dalam praktik perkawinan di Indonesia.13 Adanya produk hukum yang 
mengatur standar perkawinan, tetapi pada saat yang bersamaan juga 
terdapat produk hukum yang memberikan peluang pernikahan di 
bawah umur, merupakan salah satu contoh adanya kompleksitas 
hubungan antarnorma pada UU Perkawinan dalam menerapkan 
standar umur perkawinan. Selain masalah standar umur perkawinan, 

 
12 Elga Andina, “Meningkatnya Angka Perkawinan Anak saat Pandemi 

Covid-19,” INFO Singkat XIII, no. 4 (Februari 2021): 13–18.  
13 Khafid Abadi, “Limiting The Age of Marriage in Indonesia: 

Harmonization between Living Law and Positive Law,” Transformatif 6, no. 2 
(2022): 211–22. 
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masih terdapat hubungan beberapa ketentuan yang menyiratkan 
adanya persoalan kompleksitas hubungan dalam UU Perkawinan.  

Masih terjadinya perkawinan siri juga merupakan salah satu 
persoalan yang menunjukkan adanya kompleksitas hubungan norma 
dalam hukum perkawinan di Indonesia. Di satu sisi, Pasal 2 ayat (2) 
UU Perkawinan mewajibkan setiap perkawinan dicatat sebagai 
instrumen untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, 
dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Di sisi lain, Pasal 7 
ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang bagi 
pasangan yang telah melangsungkan perkawinan yang belum dicatat 
untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar 
perkawinannya memperoleh pengakuan hukum. Meskipun 
mekanisme isbat nikah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 
hukum, keberadaan dua pengaturan tersebut menunjukkan adanya 
ketegangan dalam sistem hukum perkawinan, yaitu antara upaya 
mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan 
dan pemberian mekanisme legalisasi terhadap perkawinan yang tidak 
dicatat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kompleksitas hubungan 
norma yang memerlukan analisis lebih lanjut mengenai keselarasan 
tujuan dan implementasi pengaturannya. Hal ini sejalan dengan 
temuan satu kajian yang menyatakan bahwa telah terjadi 
penyimpangan dalam penerapan ketentuan mengenai pencatatan 
perkawinan dan isbat nikah, yang menunjukkan bahwa hubungan 
kedua pengaturan tersebut masih menyisakan persoalan pengaturan.14 

Selanjutnya, persoalan lain yang berkaitan dengan 
kompleksitas hubungan norma adalah pengaturan mengenai 
perkawinan wanita hamil. Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam 
memperbolehkan wanita yang hamil di luar nikah untuk menikah 
dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa harus menunggu 
kelahiran anak yang dikandungnya. Kebolehan tersebut menimbulkan 
polemik karena dipandang belum sepenuhnya selaras dengan 
ketentuan lain mengenai perlindungan nasab anak, semangat 
pelarangan terhadap praktik zina, dan larangan menggunakan ḥīlah 

 
14 Euis Nurlaelawati, “Pernikahan tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah 

Solusi?,” Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam 12, no. 2 (2013): 261. 
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untuk melegitimasi perbuatan yang dilarang. Sejumlah kajian bahkan 
mengkritik bahwa redaksi Pasal 53 KHI dalam bentuknya saat ini 
berpotensi membuka peluang terjadinya hubungan seksual di luar 
perkawinan serta menghilangkan esensi sanksi terhadap akibat hukum 
perzinaan.15 Kritik tersebut menunjukkan bahwa pengaturan 
mengenai perkawinan wanita hamil tidak hanya dipahami sebagai 
instrumen perlindungan terhadap perempuan dan anak, tetapi juga 
memunculkan perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan tujuan 
hukum Islam dalam mencegah perzinaan. Selain itu, pengaturan 
tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai hubungannya 
dengan sistem hukum perkawinan yang dibangun untuk menjaga 
ketertiban, moralitas, dan perlindungan keturunan. Perzinaan di 
Indonesia sendiri tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai agama, 
tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai konstitusional yang 
terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, pengaturan 
mengenai perkawinan wanita hamil menjadi salah satu titik yang 
memperlihatkan adanya kompleksitas hubungan norma dan 
memerlukan analisis lebih lanjut mengenai keselarasan tujuan serta 
implementasi pengaturannya. 

Sementara itu, adanya perkawinan beda agama antara Muslim 
dengan non-Muslim juga menunjukkan kompleksitas pengaturan 
perkawinan dalam konteks hubungan antarnorma. Di satu sisi terdapat 
ketentuan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya bisa dianggap 
sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama masing-masing 
mempelai. Jika mengacu kepada hukum Islam yang telah terkompilasi 
(yakni Kompilasi Hukum Islam), maka Muslim maupun Muslimah 
dilarang menikah dengan pasangan beda agama. Namun di sisi lain, 
terdapat celah hukum yang membuat perkawinan beda agama diakui 
oleh negara (bahkan antara pemeluk Islam dengan non-Islam) melalui 
mekanisme permohonan izin pencatatan perkawinan dari Pengadilan 
Negeri. Kompleksitas hubungan antarnorma ini menyebabkan tidak 
maksimalnya pemberlakuan larangan perkawinan beda agama bagi 

 
15 Neng Eri Sofiana dan Muhammad Ismail Sunni, “The Application of 

Article 53 of KHI (Islamic Law Compilation) Regarding Pregnant Marriage in 
Lottery Marriage,” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah 19, no. 1 (2021): 122. 
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Muslim/Muslimah. Beberapa kajian menilai adanya peluang 
subjektivitas hakim pengadilan negeri dalam mengesahkan 
perkawinan beda agama, yang mana putusan seperti ini bertentangan 
dengan hukum Islam.16 Bahkan berdasarkan hasil penelitian, 
masyarakat Indonesia masih banyak yang melakukan perkawinan 
beda agama, dan aturan perkawinan beda agama yang dirumuskan 
dalam UU Perkawinan kurang memadai.17 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya relasi yang 
kompleks dalam beberapa ketentuan hukum perkawinan bagi 
masyarakat Muslim di Indonesia. Kompleksitas tersebut 
menunjukkan bahwa keberadaan satu ketentuan berpengaruh kepada 
ketentuan lain dalam pengaturan hukum perkawinan. Berbagai 
ketentuan yang mengatur persoalan perkawinan justru 
memperlihatkan adanya perbedaan pendekatan, pengecualian, 
maupun konsekuensi hukum yang berpotensi menimbulkan 
ketidakselarasan dalam penerapannya. Fenomena tersebut tidak 
hanya tampak pada hubungan antara pengaturan batas usia 
perkawinan dan dispensasi kawin, tetapi juga pada pengaturan 
mengenai pencatatan perkawinan dan isbat nikah, perkawinan wanita 
hamil, serta perkawinan beda agama. Kondisi tersebut menimbulkan 
pertanyaan mengenai sejauh mana ketentuan-ketentuan dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum 
perkawinan bagi masyarakat Muslim telah saling memperhatikan 
keberadaan dan substansi pengaturan satu sama lain dalam 
pembentukan dan penerapannya. Pertanyaan tersebut penting 
diajukan karena setiap peraturan perundang-undangan yang mengatur 
hukum perkawinan memiliki keterkaitan dengan peraturan lainnya, 
sehingga keberadaan dan substansi pengaturan dalam satu peraturan 
berpotensi berhubungan dengan pengaturan dalam peraturan lainnya. 
Dalam konteks tersebut, penting untuk melihat sejauh mana masing-

 
16 Diana Farid et al., “Interfaith Marriage: Subjectivity of the Judge in 

Determination of No. 454/Pdt.p/2018 Surakarta District Court,” Al-Istinbath : Jurnal 
Hukum Islam 7, no. 2 (2022): 355. 

17 Meliyani Sidiqah, “Legal Vacuum In Interfaith Marriage Rules in 
Indonesia.”  
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masing peraturan telah memperhatikan keberadaan dan substansi 
pengaturan yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu, penelitian ini 
memandang penting untuk mengkaji hubungan antarketentuan dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur isu-isu 
hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia, termasuk 
bagaimana masing-masing pengaturan dilaksanakan dalam 
keseluruhan sistem hukum perkawinan. 

Dengan demikian, hukum perkawinan bagi masyarakat 
Muslim di Indonesia memperlihatkan suatu kompleksitas yang tidak 
hanya berkaitan dengan keberagaman peraturan yang mengatur 
berbagai aspek perkawinan, tetapi juga dengan hubungan antara 
pengaturan pada tingkat peraturan perundang-undangan dan 
penerapannya dalam praktik. Berbagai pengaturan tersebut dibentuk 
untuk merespons persoalan dan kondisi masyarakat yang beragam, 
sehingga dalam penerapannya dapat melibatkan pengecualian, 
penyesuaian, maupun pilihan-pilihan normatif tertentu. Kondisi 
tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum perkawinan tidak 
cukup dipahami hanya dengan melihat keberadaan dan isi masing-
masing peraturan secara terpisah, tetapi perlu dilihat bagaimana 
berbagai pengaturan tersebut berhubungan satu sama lain serta 
bagaimana hubungan tersebut bekerja ketika diterapkan dalam praktik 
penafsiran dan penegakan hukum. Oleh sebab itu, kompleksitas 
hubungan antara berbagai pengaturan dan praktik hukum perkawinan 
tersebut menjadi persoalan penting yang perlu dikaji lebih lanjut 
melalui analisis disharmoni dan fleksibilitas, baik pada tingkat 
peraturan perundang-undangan maupun pada tingkat praktik 
penegakan hukum. 

B. Rumusan Masalah 
Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah.  

1. Sejauh mana peraturan perundang-undangan tentang isu 
hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim sinkron 
antara satu dengan yang lain?  

2. Mengapa ketentuan hukum perkawinan bagi masyarakat 
Muslim mengandung keterbukaan dan fleksibilitas?  
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3. Bagaimana implikasi dari disharmoni dan fleksibilitas 
tersebut pada praktik penegakan hukum perkawinan bagi 
masyarakat Muslim di Indonesia?  

C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menganalisis tingkat harmonisasi dan 
konsistensi antarperaturan perundang-undangan yang 
mengatur isu-isu hukum perkawinan bagi masyarakat 
Muslim di Indonesia, baik pada level undang-undang, 
peraturan pelaksana, maupun praktik penafsiran 
hukumnya. Analisis tersebut diarahkan untuk menemukan 
titik-titik kesesuaian, tumpang tindih, maupun potensi 
disharmoni norma yang berpengaruh terhadap kepastian 
dan penerapan hukum perkawinan bagi masyarakat 
Muslim Indonesia.  

2. Penelitian mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan 
ketentuan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim 
memiliki sifat terbuka dan fleksibel. Kajian ini difokuskan 
pada karakter hukum perkawinan yang tidak sepenuhnya 
rigid, melainkan memungkinkan adanya ruang 
interpretasi, penyesuaian sosial, serta pembaruan hukum 
sebagai respons terhadap dinamika masyarakat, 
perkembangan nilai keadilan, dan kebutuhan perlindungan 
terhadap pihak-pihak dalam keluarga. 

3. Penelitian menjelaskan implikasi dari keterbukaan hukum 
perkawinan tersebut dalam praktik penegakan hukum. 
Dalam praktik penegakan, penelitian ini akan 
menguraikan pengaruh fleksibilitas tersebut terhadap pola 
pertimbangan hakim, serta penerimaan dan praktik hukum 
perkawinan di tengah masyarakat. 

D. Kajian Pustaka 
Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai publikasi ilmiah 
mengenai hukum keluarga Islam di Indonesia, ditemukan bahwa isu 
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yang berkaitan dengan disharmoni dan fleksibilitas hukum 
perkawinan Islam sebenarnya telah banyak dibahas dalam berbagai 
penelitian sebelumnya. Namun demikian, penelitian-penelitian 
tersebut umumnya tidak secara eksplisit menggunakan istilah 
“disharmoni hukum perkawinan Islam” maupun “fleksibilitas hukum 
perkawinan Islam” sebagai fokus utama kajian. Sebaliknya, para 
penulis menggunakan istilah dan pendekatan lain seperti legal 
pluralism, family law reform, judicial discretion, legal loopholes, 
harmonization, legal policy, maupun Islamic family law reform. 
Meskipun menggunakan terminologi yang berbeda, substansi 
pembahasannya memiliki keterkaitan erat dengan persoalan 
sinkronisasi regulasi, keterbukaan penafsiran hukum, konflik norma, 
serta dinamika penerapan hukum perkawinan Islam di Indonesia. 

Dari pembacaan terhadap berbagai publikasi tersebut, terlihat 
bahwa kajian terdahulu cenderung membahas persoalan hukum 
keluarga Islam secara parsial dan terfragmentasi pada isu-isu tertentu. 
Dalam konteks dinamika dan reformasi hukum keluarga Islam, 
misalnya, Achmad Irwan Hamzani dan Soesi Idayanti melalui artikel 
“The Evolution of Islamic Law in Indonesia: A Socio-Historical 
Perspective on Its Struggle for Existence” menjelaskan 
perkembangan historis hukum Islam di Indonesia dan bagaimana 
hukum Islam beradaptasi dengan perubahan sosial-politik 
masyarakat.18 Husain dkk. dalam “The Dynamics of Family Law 
Reform in Muslim Societies: A Comparative Fiqh Analysis of Gender 
Justice and Legal Modernization” menyoroti reformasi hukum 
keluarga Islam dalam konteks modernisasi dan keadilan gender.19 
Publikasi-publikasi tersebut penting untuk menunjukkan bahwa 
hukum keluarga Islam bersifat dinamis dan terbuka terhadap 
perubahan, tetapi belum secara khusus memposisikan persoalan 

 
18 Achmad Irwan Hamzani and Soesi Idayanti, “The Evolution Of Islamic 

Law In Indonesia: a Socio-Historical Perspective on Its Struggle for Existence,” 
Hamdard Islamicus 47, no. 1 (2024). 

19 H. Husain et al., “The Dynamics of Family Law Reform in Muslim 
Societies: A Comparative Fiqh Analysis of Gender Justice and Legal 
Modernization,” Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam 4, no. 1 (2026): 143–
172. 
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disharmoni dan fleksibilitas hukum perkawinan Islam sebagai fokus 
utama penelitian. 

Selain itu, terdapat pula kelompok penelitian yang membahas 
pluralisme hukum, konflik norma, dan ketegangan regulasi dalam isu 
perkawinan tertentu. Ratno Lukito dalam “The Enigma of Legal 
Pluralism in Indonesian Islam: The Case of Interfaith Marriage” 
membahas pluralisme hukum dalam perkawinan beda agama dan 
relasi antara hukum negara, hukum agama, serta praktik sosial 
masyarakat.20 Suhasti dkk. melalui “Polemics on Interfaith Marriage 
in Indonesia between Rules and Practices” menunjukkan adanya 
ketegangan antara aturan formal negara dengan praktik sosial 
masyarakat terkait perkawinan beda agama.21 Rajafi, Sugitanata, dan 
Lusiana dalam “The “Double-Faced” Legal Expression: Dynamics 
and Legal Loopholes in Interfaith Marriages in Indonesia” bahkan 
menunjukkan adanya ambiguitas dan celah hukum dalam pengaturan 
perkawinan beda agama di Indonesia.22 Meliyani Sidiqah melalui 
“Legal Vacuum in Interfaith Marriage Rules in Indonesia” juga 
menyoroti kekosongan hukum dalam regulasi perkawinan beda 
agama.23 Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya 
terfokus pada isu perkawinan beda agama sehingga belum melihat 
persoalan disharmoni hukum keluarga Islam secara menyeluruh dan 
terintegrasi. 

Dalam konteks fleksibilitas penerapan hukum keluarga Islam, 
sejumlah penelitian menunjukkan adanya ruang interpretasi dan 
diskresi yang cukup luas dalam praktik Peradilan Agama. Muhamad 
Isna Wahyudi melalui “Judge’s Discretion in Islamic Family Law: 

 
20 Ratno Lukito, “The Enigma of Legal Pluralism in Indonesian Islam: The 

Case of Interfaith Marriage,” Journal of Islamic Law and Culture 10, no. 2 (2008): 
179–191. 

21 Ermi Suhasti et al., “Polemics on Interfaith Marriage in Indonesia between 
Rules and Practices,” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies 56, no. 2 (2019): 367–
394. 

22 Ahmad Rajafi et al., “The ‘Double-Faced’ Legal Expression: Dynamics 
and Legal Loopholes in Interfaith Marriages in Indonesia,” Journal of Islamic Law 
5, no. 1 (2024): 19–43. 

23 Sidiqah, “Legal Vacuum in Interfaith Marriage Rules in Indonesia,” Iblam 
Law Review 3, no. 1 (2023): 99–110. 
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Indonesian Religious Courts Experience” menjelaskan bagaimana 
hakim pengadilan agama memiliki keleluasaan dalam menafsirkan 
dan menerapkan hukum keluarga Islam.24 Purwanti dan Natalis dalam 
“Law as Text, Culture as Context: The Semiotics of Marriage 
Dispensation and Judicial Considerations in Indonesia” 
memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim dalam perkara 
dispensasi kawin tidak hanya bertumpu pada teks hukum, tetapi juga 
mempertimbangkan kondisi sosial dan budaya masyarakat.25 Hasan 
dkk. dalam “Adaptive Discretion in Child Marriage Prevention: 
Street-Level Bureaucracy in Indonesia’s Islamic Marriage 
Administration” menunjukkan fleksibilitas birokrasi perkawinan 
Islam dalam mencegah perkawinan anak melalui pendekatan 
administratif yang adaptif.26 Meskipun demikian, penelitian-
penelitian tersebut masih terbatas pada praktik diskresi hakim dalam 
isu tertentu dan belum menghubungkannya dengan karakter umum 
fleksibilitas hukum perkawinan Islam di Indonesia. 

 Dari keseluruhan publikasi tersebut, dapat ditemukan pola 
pembahasan yang secara umum terbagi ke dalam tiga kategori besar. 
Pertama, penelitian mengenai dinamika dan reformasi hukum 
keluarga Islam yang menyoroti perubahan hukum keluarga sebagai 
respons terhadap perkembangan sosial, politik, dan modernisasi 
hukum. Kedua, penelitian mengenai pluralisme hukum dan konflik 
norma yang membahas benturan antara hukum negara, hukum Islam, 
dan praktik sosial masyarakat dalam isu-isu perkawinan tertentu. 
Ketiga, penelitian mengenai fleksibilitas penafsiran dan diskresi 
aparat penegak hukum yang menyoroti keterbukaan penerapan 

 
24 Muhamad Isna Wahyudi, “Judge’s Discretion In Islamic Family Law: 

Indonesian Religious Courts Experience,” Jurnal Hukum Dan Peradilan 3, no. 3 
(2014): 203. 

25 Ani Purwanti dan Aga Natalis, “Law as Text, Culture as Context: The 
Semiotics of Marriage Dispensation and Judicial Considerations in Indonesia,” 
International Journal for the Semiotics of Law - Revue Internationale de Sémiotique 
Juridique 39, no. 2 (2026): 729–60. 

26 Noorhaidi Hasan et al., “Adaptive Discretion in Child Marriage 
Prevention: Street-Level Bureaucracy in Indonesia’s Islamic Marriage 
Administration,” Journal of Islamic Law 7, no. 1 (2026): 142–167. 
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hukum keluarga Islam dalam praktik Peradilan Agama maupun 
administrasi perkawinan. 

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian 
ini berupaya menjadikan disharmoni dan fleksibilitas hukum 
perkawinan Islam sebagai fokus utama kajian secara langsung dan 
komprehensif. Penelitian ini tidak hanya membahas satu persoalan 
hukum perkawinan tertentu, melainkan menghubungkan berbagai isu 
hukum perkawinan Islam seperti usia minimum perkawinan, 
pencatatan nikah, perkawinan beda agama, perkawinan wanita hamil, 
pengasuhan anak, dan masa idah dalam satu kerangka analisis 
mengenai sinkronisasi regulasi dan keterbukaan hukum perkawinan 
Islam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berusaha 
menunjukkan bahwa fleksibilitas hukum perkawinan Islam tidak 
hanya tampak dalam praktik penafsiran hakim, tetapi juga tercermin 
dalam struktur regulasi yang membuka ruang interpretasi, adaptasi 
sosial, bahkan potensi disharmoni antarperaturan perundang-
undangan. 

Kelebihan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya 
terletak pada sifatnya yang integratif dan sistematis. Jika penelitian 
terdahulu cenderung parsial dan hanya membahas satu isu tertentu, 
maka penelitian ini mencoba memperlihatkan pola umum hubungan 
antara disharmoni regulasi dan fleksibilitas hukum dalam berbagai isu 
hukum perkawinan Islam sekaligus. Selain itu, penelitian ini juga 
menunjukkan bagaimana keterbukaan hukum keluarga Islam dapat 
melahirkan dinamika interpretasi, perbedaan praktik penegakan 
hukum, sekaligus ketegangan normatif dalam masyarakat dan 
lembaga Peradilan Agama. 

E. Kerangka Teori 
1. Karakter Akomodatif dalam Pembentukan Hukum Perkawinan  

Adanya pola relasi yang tidak harmonis di antara beberapa 
ketentuan dalam hukum perkawinan akan dijelaskan dengan teori 
akomodasi politik Bahtiar Effendy. Bahwasanya penyusunan maupun 
pembaruan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim Indonesia 
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adalah kerja akomodatif,  yang mana hukum agama yang sudah ada 
harus bekerja sama atau melakukan modifikasi sesuai dengan hal-hal 
sekitarnya seperti administrasi negara, adat istiadat, pandangan sosial, 
wacana global seperti demokrasi dan hak asasi manusia, dan 
seterusnya. Beberapa penelitian secara kolektif memandang dinamika 
perkembangan hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim 
Indonesia yang harus akomodatif terhadap komitmen untuk 
memenuhi kebutuhan sosial, mendorong kesetaraan gender, dan 
menjamin kesejahteraan dan perlindungan perempuan. Satu 
penelitian menekankan perkembangan hukum perkawinan bagi 
masyarakat Islam Indonesia selama ini berpangkal kepada upaya 
penyesuaian dengan perubahan masyarakat dan mengemukakan 
konstruksi hukum yang dapat mengakomodasi kepentingan 
masyarakat.27 Penelitian lain menyoroti perkembangan hukum 
perkawinan yang merespons bias gender dalam konstruksi UU 
Perkawinan sebelumnya dan mendorong reformasi yang sensitif 
gender untuk menghapus klausul diskriminatif.28 Penelitian lainnya 
menyoroti kemampuan UU Perkawinan untuk dimodifikasi sehingga 
pengaturan poligami dapat diperketat guna mencegah penganiayaan 
terhadap perempuan dan menjamin perlindungan mereka.29 Penelitian 
lain juga memuji rekonstruksi hukum perkawinan di Indonesia antara 
hukum negara dengan fikih Islam yang berupaya menekankan 
pentingnya berpegang teguh pada prinsip Islam dan nilai 
kemaslahatan dalam menyelesaikan dualisme status hukum dalam 
masyarakat Indonesia.30 Beberapa penelitian tersebut secara garis 
besar menggarisbawahi adanya pola akomodatif yang terjadi dalam 

 
27 June S. Katz dan Ronald S. Katz, “The New Indonesian Marriage Law: A 

Mirror of Indonesia’s Political, Cultural, and Legal Systems,” The American Journal 
of Comparative Law 23, no. 4 (1975): 653. 

28 Mudofir Abdullah, “Marriage in Islam and the Problem of Gender 
Equality: A Philosophical Perspective,” Ulumuna 22, no. 1 (2018): 57–76. 

29 Suud Sarim Karimullah, “Pembaruan Islam Bidang Keluarga dan 
Relevansinya dengan Peraturan Poligami di Indonesia,” El-Izdiwaj: Indonesian 
Journal of Civil and Islamic Family Law 2, no. 2 (2021): 61–81. 

30  Munasir, “Rekonstruksi Hukum Perkawinan dibawah Tangan dalam 
Perspektif Fiqh Berdasarkan Nilai Kemaslahatan,” Jurnal Pembaharuan Hukum 2, 
no. 1 (2016): 57. 
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dinamika pengembangan hukum  perkawinan bagi masyarakat Islam  
Indonesia untuk merespons perkembangan sosial  agar tercipta 
peraturan hukum yang akomodatif terhadap kebutuhan sosial 
masyarakat.  

Karakteristik akomodatif inilah yang akan penulis gunakan 
untuk menjelaskan penyebab terjadinya  beberapa ketentuan  yang 
terkesan tidak harmonis dalam hukum perkawinan Indonesia. 
Penjelasan mengenai karakteristik akomodatif ini bisa meminjam 
teori akomodasi politik dari Bahtiar Effendy, terutama mengenai 
konsep akomodasi legislatifnya untuk membaca pembentukan hukum 
perkawinan bagi masyarakat Muslim. Bahtiar Effendy menjelaskan 
perubahan hubungan Islam dan negara melalui konsep akomodasi, 
yaitu berkembangnya sikap negara yang ditandai dengan lahirnya 
berbagai kebijakan yang sejalan dengan kepentingan sosial, ekonomi, 
dan politik masyarakat Muslim. Akomodasi tersebut tidak berdiri 
dalam satu bentuk, melainkan berlangsung secara struktural, 
legislatif, infrastruktural, dan kultural. Dalam konteks penelitian ini, 
akomodasi legislatif menjadi konsep yang relevan karena 
menunjukkan bagaimana negara memberi ruang terhadap aspirasi dan 
kepentingan masyarakat Muslim melalui pembentukan dan penguatan 
instrumen hukum. Hukum tidak semata-mata dipahami sebagai 
konstruksi normatif yang dibentuk secara otonom, tetapi juga sebagai 
produk dari dinamika hubungan antara negara dan aspirasi sosial-
keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Gagasan dasar ini 
dijelaskan Bahtiar Effendy ketika menguraikan tumbuhnya kebijakan 
negara yang akomodatif terhadap Islam dan mengklasifikasikan 
bentuk-bentuk akomodasi tersebut.31 

Konsep akomodasi legislatif tersebut digunakan dalam 
penelitian ini untuk menjelaskan karakter pembentukan hukum 
perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Pengaturan 
perkawinan tidak hanya berhadapan dengan norma hukum Islam, 

 
31 Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik 

Politik Islam di Indonesia (Paramadina, 1998). 
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tetapi juga dengan kepentingan negara, perlindungan anak, 
administrasi kependudukan, hak konstitusional, serta perkembangan 
sosial masyarakat. Oleh karena itu, negara berada dalam posisi 
mengakomodasi berbagai nilai dan kepentingan tersebut ke dalam 
konstruksi hukum perkawinan. Proses akomodasi ini memungkinkan 
lahirnya ketentuan yang memiliki orientasi normatif berbeda antara 
satu peraturan dan peraturan lainnya. Dalam perspektif penelitian ini, 
karakter akomodatif tersebut digunakan untuk menelusuri mengapa 
hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim berkembang dalam 
konstruksi yang tidak selalu harmonis dan berpotensi melahirkan 
disharmoni antarperaturan. Penggunaan konsep ini merupakan 
pengembangan analitis dari gagasan Bahtiar Effendy mengenai 
akomodasi legislatif negara terhadap kepentingan masyarakat 
Muslim. Bahtiar sendiri menempatkan UU Peradilan Agama dan 
Kompilasi Hukum Islam sebagai bagian dari bukti akomodasi 
legislatif negara terhadap Islam.32 

Dalam perkembangan kajian hukum Islam di Indonesia, 
karakteristik akomodatif seperti ini telah mengalami perkembangan 
yang dinamis terutama untuk menjelaskan hubungan antara hukum 
Islam dengan hukum negara. Pemberlakuan hukum Islam saat ini 
menunjukkan karakter akomodatif konstitusi. Konstitusi ini 
merupakan kesepakatan atau dalam bahasa Uṣūl al-fiqh adalah ijma' 
ijtihad. Karakteristik reseptif ini tidak selalu bersifat negatif karena 
pada dasarnya konstitusi tersebut juga meresepsi dan mengakomodasi 
hal-hal penting yang berlaku dalam kehidupan dan kesepakatan 
masyarakat. Sikap negara terhadap hukum Islam tidak berubah, yakni 
kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional terus 
berkembang.33 Legalisasi hukum perkawinan yang pertama (yang 
artinya terbentuknya UU Perkawinan) telah berhasil menurunkan 
angka perceraian sebesar 70%, serta mengharuskan seorang suami 

 
32 Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik 

Islam di Indonesia. 
33 Imam Mawardi, “Islamic Law and Imperialism: Tracing on The 

Development of Islamic Law In Indonesia and Malaysia,” Al-Ihkam: Jurnal Hukum 
& Pranata Sosial 13, no. 1 (2018): 1–24. 
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Muslim untuk pergi ke Pengadilan Agama dalam bercerai dan 
mendapatkan izin sebelum mengambil lebih dari satu istri.34 
Nasionalisasi hukum Islam berdasarkan penganutnya menjadi alat 
yang efektif untuk mendekatkan hukum Islam menjadi hukum 
negara.35 Ketegangan antara hukum negara dan hukum agama 
(bersumber wahyu) yang tersirat dalam Islam tidak bisa dihindari dan 
berdampak besar pada perkembangan hukum Islam di Indonesia.36 

Pengembangan teori akomodasi politik ini digunakan untuk 
menjelaskan mengapa terjadi ketidakharmonisan dalam beberapa 
ketentuan hukum perkawinan. Bahwasanya perkembangan hukum 
perkawinan bagi masyarakat Islam tidak lepas dari keharusan 
mengakomodasi dari beberapa sumber hukum yang ada. Ketika fikih 
munakahat Islam dijadikan sebagai sumber pembuatan hukum 
perkawinan nasional di Indonesia, maka keberadaan fikih munakahat 
Islam  harus pula mengalami akomodasi dengan sumber-sumber lain 
seperti keberadaan hukum adat,  isu hak asasi manusia, gender, dan 
pandangan sosial lain. Itulah yang menyebabkan bangunan hukum 
perkawinan tidak bisa teratur secara ideal karena pada dasarnya di 
dalamnya terdapat kepentingan agama,  kepentingan adat,  juga 
kepentingan kebutuhan wacana masyarakat modern. Pola-pola 
akomodatif tersebut memengaruhi adanya satu ketentuan yang tidak 
harmonis dengan ketentuan yang lain. Pola akomodatif tersebut telah 
dilakukan untuk mengakomodasi adanya pengaruh adat, pengaruh 
hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh gender, 
pendidikan, strata sosial, dan juga pergeseran pandangan keagamaan.  

 
34 June S. Katz dan Ronald S. Katz, “Legislating Social Change in a 

Developing Country: The New Indonesian Marriage Law Revisited,” The American 
Journal of Comparative Law 26, no. 2 (1978): 309. 

35 Ratno Lukito, “Shariah and The Politics of Pluralism in Indonesia: 
Understanding State’s Rational Approach to Adat and Islamic Law,” Petita: Jurnal 
Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 4, no. 1 (2019): 14–30. 

36 Euis Nurlaelawati, “Islamic Justice in Indonesia: Family Law Reform and 
Legal Practice in the Religious Courts,”  Asia-Pacific Research Center Bulletin 9 
(2013): 25. 
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Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Noel J. Coulson 
yang menjelaskan bahwa perkembangan hukum Islam pada dasarnya 
selalu berada dalam situasi yang penuh dengan ketegangan (conflicts 
and tensions) antara tuntutan mempertahankan ajaran yang telah 
mapan dengan kebutuhan untuk merespons perubahan masyarakat. 
Menurut Coulson, hukum Islam tidak berkembang sebagai sistem 
yang sepenuhnya statis maupun sepenuhnya dinamis, melainkan terus 
berupaya menjaga keseimbangan antara stabilitas norma (stability) 
dan perubahan (change).37 Oleh karena itu, proses pembentukan 
hukum sering kali melahirkan berbagai bentuk penyesuaian sebagai 
konsekuensi dari upaya mempertemukan nilai-nilai normatif dengan 
realitas sosial yang terus berkembang. Dalam konteks hukum 
perkawinan di Indonesia, proses akomodasi terhadap berbagai 
kepentingan sebagaimana dijelaskan sebelumnya dapat dipahami 
sebagai manifestasi dari dinamika tersebut. Keterbukaan dan 
fleksibilitas hukum perkawinan bukan semata-mata merupakan 
pilihan teknis pembentuk undang-undang, melainkan mencerminkan 
karakter perkembangan hukum Islam yang senantiasa berusaha 
mempertahankan kontinuitas nilai-nilai syariat sekaligus memberikan 
ruang bagi perubahan sosial. Kerangka berpikir ini menjadi penting 
untuk menjelaskan mengapa berbagai ketentuan hukum perkawinan 
di Indonesia memperlihatkan adanya ruang akomodasi terhadap 
kebutuhan masyarakat tanpa harus melepaskan landasan normatif 
yang menjadi dasar pembentukannya. Perpaduan antara karakter 
akomodatif dan dinamika perkembangan hukum Islam tersebut pada 
akhirnya menjadi landasan konseptual untuk memahami munculnya 
fleksibilitas maupun ketegangan antarketentuan dalam hukum 
perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia. 

2. Disharmoni dan Elastisitas Hukum Perkawinan Indonesia  
Bagian ini berisikan teori yang digunakan untuk membaca fakta 
terjadinya disharmoni antara satu ketentuan dengan ketentuan yang 
lain dalam hukum perkawinan. Ada yang melihat disharmoni itu 

 
37 Noel J. Coulson, Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence 

(Chicago: The University of Chicago Press, 1969). 
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sebagai disharmoni, tetapi juga tidak menutup kemungkinan 
disharmoni tersebut dilihat sebagai karakter elastis yang dimiliki oleh 
hukum perkawinan. Dalam menyikapi hubungan hukum Islam dan 
hukum negara, terdapat konsep eklektisisme38, yakni sebuah konsep 
yang mencoba untuk mengintegrasikan hukum Islam dan hukum 
umum yang bertitik pijak pada jalan tengah kompromi kebangsaan.39 

Dalam kajian hukum, mulai berkembang paradigma baru 
dalam menyikapi hukum. Salah satunya adalah paradigma hukum 
nonsistematik.40 Istilah tersebut merujuk kepada kenyataan telah 
berkembangnya kajian hukum ketika menyikapi satu hukum yang 
memiliki karakter disharmoni. Disharmoni tersebut justru melahirkan 
dua pandangan yang bersifat diametris.41 Itulah sebabnya dalam 
kajian hukum juga dikenal adanya ketidakteraturan hukum dalam 
pengertian negatif, tetapi ada juga yang membutuhkan 
ketidakteraturan hukum tersebut karena ada juga ketidakteraturan 
hukum yang bernilai positif. Konsep ketidakteraturan positif ini 
dikemukakan oleh Sampford. Konsep ini lahir untuk merespons 
bangunan hukum positif yang terlalu kaku, padahal di sisi lain 
keberadaan masyarakat berada pada kondisi yang tidak asimetris dan 
tidak teratur sehingga kebutuhan pelayanan atas perlindungan hak-
hak mereka juga tidak selalu harus menggunakan hukum yang selalu 
harus dianggap harmonis dan teratur.42 Bahkan teori chaos dan 
implikasinya telah memberikan kontribusi positif bagi kajian 

 
38 Achmad Qodri Azizy, Hukum Nasional: Eklektisisme Hukum Islam & 

Hukum Umum (Jakarta: Teraju, 2004). 
39 Wildani Hefni, “Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme 

Hukum Islam Dan Hukum Umum,” Undang: Jurnal Hukum 5, no. 2 (2022): 481–
511. 

40 Anthon F. Susanto, Ilmu Hukum Non Sistematik: Fondasi Filsafat 
Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia (Jakarta: Genta Publishing, 2010). 

41 Faiq Tobroni, “Penafsiran Hukum Dekonstruksi untuk Pelanggaran 
Poligami,” Jurnal Yudisial 9, no. 3 (2016): 281–301. 

42 Charles J. G. Sampford, The Disorder of Law: A Critique of Legal Theory 
(New York: Black Well, 1989). 
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kriminologi dan keadilan sosial, menekankan peran chaos dalam 
memahami sistem hukum di Amerika.43 

Telah banyak yang mempertanyakan postulat umum di 
kalangan positivis bahwa ketertiban adalah tujuan dari hukum positif, 
dan kekacauan hanya dapat memiliki konotasi negatif. Meskipun 
sebagian besar benar, asumsi ini juga menimbulkan ketidakadilan jika 
diterapkan secara radikal. Asosiasi modernis antara hukum dan 
ketertiban tidak boleh diandalkan begitu saja. Perlu diingatkan terus-
menerus bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai keadilan 
melalui keseimbangan pertimbangan terhadap unsur-unsur ketertiban 
dan padanannya yang hidup, yaitu chaos.44 

Selain alasan karena  tak ada masyarakat yang tidak simetris,  
alasan lain penggunaan teori ketidakteraturan hukum tersebut adalah 
keniscayaan bahwa suatu hukum pasti memiliki relasi dengan 
bangunan hukum yang lain.  Relasi antarbangunan hukum tersebut 
meniscayakan satu bangunan hukum yang pada kondisi tertentu harus 
menyesuaikan sistematikanya dengan sistematika bangunan hukum 
lain, sehingga pada kondisi seperti ini sangat dimungkinkan 
terjadinya ketidakteraturan untuk membentuk keteraturan yang 
baru.45 Gagasan teori ketidakteraturan hukum muncul untuk 
menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya tanpa suatu kondisi 
tidak simetris (atau kelainan yang sistemik) dengan apa yang 
disebutnya sebagai social melee (liquid). Sementara itu, hukum 
merupakan bagian dari kondisi masyarakat yang selalu dalam kondisi 
melee (legal melee). Melee identik dengan cairan, tidak dapat 
diprediksi, selalu dinamis, tidak sistematis dan mekanis. Oleh sebab 
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itu, sangat dimungkinkan lahirnya hukum yang cair untuk merespons 
keadaan yang kompleks, fleksibel, dan penuh ketidakteraturan untuk 
menumbuhkan keteraturan.46 

Secara tradisional, memang hukum selalu dikaitkan dengan 
keteraturan dan konsistensi, bukan ketidakteraturan dan kekacauan. 
Meski demikian, kekacauan dan ketidakteraturan tersebut dapat 
dilihat sebagai bagian hukum yang nyata dan faktual.47 Lahirnya 
konsep atas urgensi ketidakteraturan hukum tetapi yang bersifat 
positif tersebut dirasakan karena keterbatasan hukum positif melayani 
kebutuhan masyarakat. Ada karakteristik-karakteristik khusus yang 
berada pada kehidupan masyarakat yang tidak bisa diakomodasi oleh 
hukum positif. Konsep ini juga dikembangkan oleh pengkaji di 
Indonesia. Kehadiran chaos theory of law yang menghadirkan konsep 
ketidakteraturan hukum tersebut tidak untuk menyebabkan kondisi 
yang tidak teratur di tengah kehidupan masyarakat,  tetapi justru untuk 
menciptakan kondisi dengan keteraturan yang baru yang dirasa asing 
dari keteraturan yang pada saat ini ada.48 Kemampuan chaos theory 
of law memberikan solusi yang baru bagi permasalahan masyarakat 
menandakan bahwa hal ini secara efektif mewakili paradigma baru 
dan epistemologi baru, serta bukan sekadar penyempurnaan model 
strukturalis yang sudah ada.49 

Ketika dipaksakan pemberlakuannya dengan menggunakan 
hukum positif tersebut, justru tujuan hukum untuk memberikan 
kemanfaatan bagi manusia tidak tercapai. Itulah sebabnya dalam 
kondisi tertentu diperlukan suatu pelaksanaan hukum yang walaupun 
keadaannya justru melahirkan ketidakteraturan hukum, tetapi pola 
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baru atau penyimpangan terbaru tersebut diperlukan untuk 
memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Teori chaos paling 
berguna sebagai analogi untuk menyusun masalah citra yang terus-
menerus dan untuk mengajukan pertanyaan tentang persepsi publik 
yang perlu dikelola sedemikian rupa untuk memberikan hukum yang 
terbaik bagi masyarakat.50 

Berbekal teori ketidakteraturan hukum inilah,  penulis akan 
menganalisis beberapa ketentuan yang terkesan tidak harmoni dalam 
hukum perkawinan Islam. Di antara hubungan yang dimaksud adalah  
hubungan antara semangat pencatatan perkawinan tetapi di sisi lain 
terdapat aturan isbat nikah bagi pelaku perkawinan siri;  hubungan  
antara ketentuan bahwa perkawinan hanya dianggap sah jika 
dilakukan dalam hukum agama masing-masing mempelai dengan 
ketentuan yang lain memberi alternatif pencatatan perkawinan beda 
agama; hubungan antara semangat institusionalisasi hukum 
perkawinan untuk mencegah terjadinya perzinaan dengan ketentuan 
yang di sisi lain justru memperbolehkan perkawinan wanita hamil 
karena perzinaan;  dan hubungan antara semangat perlindungan anak 
di bawah umur dari pernikahan tetapi di sisi lain adanya aturan 
dispensasi kawin.  

3. Siyāsah sharʿiyyah sebagai Dasar Fleksibilitas Hukum 
Perkawinan 
Konsep siyāsah sharʿiyyah Mohammad Hashim Kamali digunakan 
dalam penelitian ini untuk menganalisis ruang kebijakan dan diskresi 
dalam pembentukan serta penerapan hukum perkawinan bagi 
masyarakat Muslim. Siyāsah sharʿiyyah memberikan kewenangan 
kepada pemegang otoritas untuk menetapkan aturan dan mengambil 
kebijakan berdasarkan kepentingan masyarakat sepanjang tidak 
bertentangan dengan prinsip substantif syariat.51 Perspektif ini 
digunakan untuk menjelaskan keterbukaan dan fleksibilitas hukum 
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perkawinan, terutama ketika ketentuan yang bersifat umum 
berhadapan dengan kebutuhan dan kondisi konkret masyarakat 
sehingga melahirkan mekanisme pengecualian, penyesuaian, maupun 
ruang interpretasi dalam penerapan hukum.  

Oleh karena terdapat disharmoni dalam beberapa ketentuan 
hukum perkawinan, diperlukan pihak yang menjadi ujung tombak 
agar pelaksanaannya benar-benar memberikan kemaslahatan bagi 
masyarakat. Hal ini membutuhkan kebijaksanaan ulil amri dalam 
melaksanakan hukum tersebut. Sengaja dalam hal ini penulis 
menggunakan istilah ulil amri sebagai pemegang tugas pelaksanaan 
hukum tersebut karena pelaksanaan hukum perkawinan Islam 
Indonesia melibatkan alat kelengkapan negara dari banyak pihak. 
Yang mana alat kelengkapan tersebut terdiri dari eksekutif sekaligus 
yudikatif. Dalam bidang pencatatan perkawinan, kewenangan untuk 
melakukan tugas tersebut berada di lingkup eksekutif; yakni 
pencatatan perkawinan bagi umat Islam berada di kantor urusan 
agama, sementara pencatatan perkawinan bagi selain umat Islam 
berada pada kantor catatan sipil.  

Sementara itu, pelaksanaan hukum dalam pemberian izin 
poligami dan isbat nikah berada pada pengadilan agama bagi umat 
Islam, sementara bagi pemohon selain umat Islam berada pada 
pengadilan negeri. Adanya kewenangan pengadilan dalam 
pelaksanaan hukum perkawinan tersebut juga menegaskan adanya 
pihak dari kekuasaan yudikatif dalam realisasinya. Itulah sebabnya 
untuk memudahkan penyebutan alat negara yang melaksanakan 
hukum perkawinan yang berasal dari dua kekuasaan poros negara 
tersebut sekaligus, peneliti memilih istilah ulil amri. 

Satu penelitian menemukan bahwa afiliasi keislaman pribadi 
para hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia dapat menjadikan 
mereka sebagai advokasi yang lebih baik dalam menjaga Konstitusi, 
yang menunjukkan kesesuaian antara hukum Islam dan Konstitusi di 
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Indonesia.52 Ini hanyalah salah satu contoh kecil bagaimana latar 
belakang hakim memengaruhi karakteristik putusan. Dalam beberapa 
penelitian dan kasus lain, hal ini mendapatkan konfirmasi. Latar 
belakang akademis hakim akan menentukan kualitas putusan 
hakimnya. Hakim Pengadilan Agama tidak hanya terpaku pada 
ketentuan hukum positif di Indonesia namun juga mendalami hukum 
yang hidup di masyarakat, termasuk di sini prinsip-prinsip syariah dan 
fikih.53 

Penegak hukum seperti hakim menjadi ujung tombak yang 
vital dalam melaksanakan hukum agar memberikan putusan yang 
terbaik bagi masyarakat. Dalam penelitian lain, diungkapkan bahwa 
pelatihan, pengangkatan, dan pengawasan hakim Islam di Indonesia, 
serta sorotan kepada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan bagi 
hakim merupakan kebutuhan dalam perbaikan pengadilan agama.54 
Hal ini sesuai dengan keharusan seorang hakim hendaknya menjaga 
integritasnya, kehormatannya yang berakhlak mulia dan merupakan 
amanah dari Yang Maha Bijaksana.55 

Dalam melaksanakan hukum perkawinan tersebut, ulil amri 
harus berpegang teguh pada upaya memberikan kemaslahatan. 
Konsep kemaslahatan merupakan kerangka tujuan hukum yang 
memiliki dimensi sangat luas. Dalam kajian hukum sekuler, konsep 
kemaslahatan ini sepadan dengan konsep utilitarian bahwa hukum 
yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi 
masyarakat. Dalam kajian hukum Islam, kemaslahatan tersebut bisa 
meminjam dimensi kebaikan untuk merealisasikan tujuan 
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pemberlakuan syariat atau maqāṣid al-sharīʿah. Dalam kajian ini, 
penulis memperkenalkan dua jenis Maqāṣid al-sharīʿah, yakni 
Maqāṣid al-sharīʿah yang dikenal dengan al-ushûl al-khamsah dan 
yang dikenal dengan maqāshid al-'ammah. Al-ushûl al-khamsah 
meliputi pemeliharaan agama (ḥifẓ al-din), kehidupan (ḥifẓ al-nafs), 
nasab (ḥifẓ al-nasab), pikiran (ḥifẓ al-aql), dan harta (ḥifẓ al-mȃl), 
sebagai tingkatan dharuriyyah, hājiyyah dan tahsīniyyah. Sedangkan 
maqâshid al-'ammah mencakup prinsip-prinsip maqāshid universal 
sebagai berikut; alam (al-fiṭroh), toleransi (al-samāhah), 
kemaslahatan (al-maslahah), kesetaraan (al-musāwah), dan 
kebebasan (hurriyâh). Oleh sebab itu, putusan pelaksanaan hukum 
oleh ulul amri dengan menggunakan pendekatan maqâshid al-syarî'ah 
dapat dicapai melalui dua konstruk, yaitu integrasi teks hukum dengan 
al-ushûl al-khamsah dan integrasi teks hukum dengan maqāṣid al-
sharīʿah al -'ammah.56 

Dalam membicarakan konsep kemaslahatan tersebut, 
sebagaimana penulis ungkapkan memiliki dimensi yang luas, maka 
pendefinisian kemaslahatan bagi beberapa ketentuan hukum yang 
tidak harmoni dalam hukum perkawinan juga menjadi pembahasan 
yang unik dan menarik. Memang konsep kemaslahatan tersebut 
terkadang terkesan bahwa hakim telah melanggar hukum negara. Hal 
ini sebagaimana sering terjadi  bahwa hakim pengadilan agama masih 
bersedia memenuhi permohonan isbat nikah dari perkawinan siri bagi 
pernikahan yang dilakukan setelah berlakunya UU 1/1974.57 Bahkan 
terkadang kemaslahatan itu juga harus diwujudkan dalam sebuah 
keputusan yang keras. Hal ini bisa dilihat dengan Pengadilan Agama 
di Aceh yang telah menerima perluasan jangkauan mereka dengan 
menerapkan peraturan yang mewajibkan penggunaan penutup kepala 
bagi perempuan dan hukuman cambuk di depan umum terhadap 
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individu yang mengonsumsi alkohol.58 Walaupun ini terkesan 
pelanggaran HAM, tapi pada masyarakat Aceh bahwa itu merupakan 
kemaslahatan umum. 

Penelitian ini akan melihat bagaimana para ulil amri tersebut 
membumikan konsep kemaslahatan dalam menyikapi hubungan 
diametris antara beberapa ketentuan dalam hukum perkawinan. 
Beberapa hubungan diametris yang dimaksud adalah seperti 
hubungan antara adanya semangat pencegahan perkawinan usia anak 
dengan adanya pemulihan pernikahan di bawah umur melalui 
dispensasi, hubungan antara adanya semangat pelarangan perkawinan 
beda agama dengan sisi lain adanya alternatif yang diberikan oleh 
hukum perkawinan tentang izin pencatatan perkawinan beda agama, 
hubungan antara semangat pencegahan terjadinya perzinaan dengan 
adanya ketentuan yang justru membolehkan perkawinan wanita hamil 
di luar nikah tanpa menunggu kelahiran anak kandungannya tersebut, 
serta hubungan antara semangat pelarangan nikah siri dengan sisi lain 
adanya ketentuan dalam hukum perkawinan yang memberikan solusi 
penetapan perkawinan yang tidak tercatat.  

Terhadap beberapa ketentuan hukum yang berhubungan 
secara diametris tersebut, ulil amri harus menggunakan kemaslahatan. 
Penerapan nilai-nilai Islam dapat melengkapi pertimbangan hakim 
sehingga dapat disebut sebagai putusan hakim integratif.59 Melalui 
penggunaan perspektif maqāṣid al-sharīʿah, yurisprudensi Islam 
Indonesia telah disesuaikan dengan nilai-nilai budaya masyarakat 
Indonesia, menyelesaikan argumentasi yang bertentangan dan 
menetapkan hukum untuk kasus-kasus yang tidak tercakup dalam Al-
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Qur’an dan Hadis, tanpa bertentangan dengan sumber hukum Islam.60 
Makna dasar syariah itu sendiri hendaknya diwujudkan dalam 
pengertian dasar maqāṣid al-sharīʿah yang dapat diartikan dalam 
lingkup kenegaraan.61 Kehadiran maqāṣid al-sharīʿah sebagai ruh 
dalam menjaga keutuhan agama dan negara menjamin kecintaan 
terhadap agama dan negara dapat menyelamatkan umat manusia dan 
menjaga harkat dan martabat Islam itu sendiri.62 Banyak yang memuji 
konsep ini untuk perbaikan tujuan pemberlakuan hukum secara 
umum. Di luar isu kekeluargaan, konsep maqāṣid al-sharīʿah juga 
dipuji karena dapat menjadi solusi penanggulangan kejahatan di 
Indonesia karena konsepnya mengatur berbagai hal antara lain tujuan 
Tuhan (qaṣd al-sharīʿah) dan tujuan mukallaf (qaṣd al-mukallaf) serta 
perspektif hukum tata negara dalam kejahatan di Indonesia.63  

Namun, penggunaan kemaslahatan bagi beberapa ketentuan 
yang bersifat diametris tersebut tidaklah mudah, karena pasti juga 
akan terjadi dialektika kemaslahatan yang juga bersifat diametris. 
Seperti, ketika ada permohonan dispensasi kawin, maka di situ terjadi 
pergolakan kemaslahatan mana yang perlu diprioritaskan oleh hakim. 
Dalam menyikapi permohonan dispensasi umur pernikahan tersebut, 
di situ terdapat kemaslahatan kelanggengan keluarga dari pasangan 
yang mau menikah, juga barangkali kemaslahatan bagi anak yang 
sudah terlanjur dikandung salah satu pasangan di bawah umur yang 
mau menikah tersebut, dan juga kemaslahatan akan keteladanan 
keberadaan hukum perkawinan sebagai pembelajaran bagi orang pada 
umumnya. Terhadap beberapa kemaslahatan yang saling 
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berhubungan diametris tersebut, kebijaksanaan ulil amri sangat 
diperlukan agar pilihan kemaslahatan yang diprioritaskan justru tidak 
menciptakan semangat yang kontraproduktif dari tujuan keberadaan 
hukum perkawinan. 

F. Metode Penelitian  
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti akan 
mengumpulkan informasi kualitatif yang berupa paparan mengenai 
disharmoni dan elastisitas hukum perkawinan Islam di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan perpaduan pendekatan yuridis normatif 
dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk 
mengkaji sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan karakter 
fleksibilitas hukum perkawinan Islam melalui analisis terhadap 
norma-norma hukum positif beserta nilai, asas, dan prinsip yang 
melatarbelakanginya. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya 
membaca ketentuan hukum secara tekstual, tetapi juga mengkaji 
aspek normatif yang berada di balik pengaturan tersebut, seperti 
perlindungan anak, hak asasi manusia, kepastian nasab, 
kemaslahatan, kepentingan terbaik bagi anak, serta nilai keadilan dan 
ketertiban keluarga dalam hukum perkawinan Islam. Pendekatan ini 
digunakan terutama untuk menjawab rumusan masalah pertama dan 
kedua mengenai sinkronisasi antarperaturan serta keterbukaan dan 
fleksibilitas hukum keluarga Islam. 

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk 
melihat bagaimana norma-norma hukum tersebut diterapkan, 
ditafsirkan, dan dijalankan dalam praktik hukum. Dalam penelitian 
ini, aspek empiris tidak semata dipahami sebagai penelitian lapangan 
melalui wawancara, tetapi juga melalui analisis praktik penegakan 
hukum yang tercermin dalam putusan pengadilan, pertimbangan 
hakim, pola penerapan hukum, dan praktik administrasi hukum 
perkawinan. Dengan demikian, penelitian ini memandang putusan 
pengadilan sebagai fakta empiris yuridis yang menunjukkan 
bagaimana hukum keluarga Islam bekerja dalam realitas praktik. 
Pendekatan ini digunakan terutama untuk menjawab rumusan 
masalah ketiga mengenai dampak dan implikasi fleksibilitas hukum 
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perkawinan Islam dalam diskursus maupun praktik penegakan 
hukum. 

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni 
pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan 
konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case 
approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk 
menelaah berbagai regulasi terkait hukum perkawinan Islam, seperti 
Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-
Undang Perlindungan Anak, putusan Mahkamah Konstitusi, Surat 
Edaran Mahkamah Agung (SEMA), maupun regulasi administratif 
lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis 
konsep-konsep seperti sinkronisasi hukum, fleksibilitas hukum, 
pluralisme hukum, kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan 
nasab, dan responsivitas hukum keluarga Islam. Adapun pendekatan 
kasus digunakan untuk mengkaji penerapan norma dalam praktik 
melalui analisis terhadap putusan pengadilan terkait dispensasi kawin, 
perkawinan beda agama, nikah wanita hamil, ḥaḍānah (selanjutnya 
ditulis: hadanah), isbat nikah, maupun penentuan awal masa idah. 

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum 
primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan 
perundang-undangan, putusan pengadilan, yurisprudensi, serta 
dokumen hukum lain yang berkaitan dengan hukum perkawinan 
Islam. Sementara bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel 
ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu 
disharmoni dan fleksibilitas hukum keluarga Islam di Indonesia. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan sepenuhnya melalui 
teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk 
memperoleh data berupa peraturan perundang-undangan, putusan 
pengadilan, yurisprudensi, SEMA, Kompilasi Hukum Islam, serta 
berbagai dokumen hukum lain yang berkaitan dengan isu hukum 
perkawinan Islam di Indonesia. Selain itu, dokumentasi juga 
dilakukan terhadap bahan pustaka berupa buku, jurnal ilmiah, artikel 
akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan 
sinkronisasi, disharmoni, dan fleksibilitas hukum keluarga Islam. 
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Dalam konteks pendekatan yuridis empiris, dokumentasi difokuskan 
pada pengumpulan putusan pengadilan dan praktik penerapan hukum 
sebagai bentuk fakta empiris yuridis yang menunjukkan bagaimana 
norma hukum dipahami dan diterapkan dalam praktik peradilan. 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif 
dengan menggunakan pola analisis normatif, interpretatif, dan 
deskriptif-analitis. Analisis normatif digunakan untuk menelaah 
hubungan antarperaturan perundang-undangan serta mengidentifikasi 
tingkat sinkronisasi maupun ketegangan normatif dalam pengaturan 
hukum perkawinan Islam. Pada tahap ini, berbagai regulasi 
dibandingkan dan dihubungkan untuk melihat keselarasan, 
pengecualian, maupun potensi disharmoni antarnorma hukum. 
Selanjutnya, analisis interpretatif digunakan untuk memahami nilai, 
asas, dan prinsip hukum yang berada di balik pengaturan hukum 
perkawinan Islam, seperti perlindungan anak, kepastian nasab, 
kemaslahatan, hak asasi manusia, dan kepentingan terbaik bagi anak. 
Analisis ini dilakukan dengan menafsirkan norma hukum tidak hanya 
secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual dan filosofis guna 
menemukan karakter keterbukaan dan fleksibilitas hukum keluarga 
Islam. Sementara itu, analisis deskriptif-analitis digunakan untuk 
membaca penerapan norma dalam praktik hukum melalui putusan 
pengadilan dan praktik administrasi hukum keluarga Islam. Analisis 
ini diarahkan untuk melihat bagaimana hakim, lembaga peradilan, 
maupun praktik administrasi hukum menafsirkan dan menerapkan 
norma-norma hukum perkawinan Islam dalam kasus konkret, 
sekaligus mengidentifikasi implikasi dan dampaknya terhadap praktik 
penegakan hukum serta dinamika diskursus hukum keluarga Islam di 
Indonesia. 

G. Sistematika Penulisan  
Sistematika pembahasan dalam disertasi ini disusun secara 

bertahap untuk menggambarkan perkembangan, sinkronisasi, 
fleksibilitas, hingga implikasi hukum perkawinan Islam di Indonesia. 
Keseluruhan pembahasan diarahkan untuk menunjukkan bahwa 
hukum perkawinan Islam di Indonesia tidak hanya dibangun melalui 
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kesesuaian antarperaturan, tetapi juga melalui proses adaptasi, 
dialektika, ketegangan norma, dan praktik penegakan hukum yang 
dinamis. 

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang 
penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, 
metode penelitian, serta gambaran umum arah penelitian. Bab kedua 
membahas hukum perkawinan Islam Indonesia dari perspektif historis 
dan normatif. Pembahasan diawali dengan sejarah hukum perkawinan 
Islam untuk menjelaskan bagaimana hukum keluarga Islam terbentuk 
melalui interaksi antara fikih, adat, kolonialisme, dan negara modern 
Indonesia. Selanjutnya dibahas perkembangan hukum keluarga Islam 
sebagai bentuk respons terhadap perubahan sosial, politik, dan 
kebutuhan masyarakat. Pada bagian akhir, dibahas sinkronisasi norma 
dalam hukum perkawinan Islam Indonesia untuk menunjukkan relasi 
antarperaturan perundang-undangan beserta titik-titik ketegangan 
normatif yang muncul dalam berbagai isu hukum keluarga Islam. 

Bab ketiga memfokuskan pembahasan pada elastisitas dan 
keterbukaan hukum dalam isu usia minimum perkawinan dan 
pencatatan nikah. Bab ini diawali dengan pembahasan mengenai 
elastisitas dan keterbukaan hukum sebagai kerangka analisis hukum 
keluarga Islam melalui konteks adaptabilitas dan dialektika hukum. 
Selanjutnya dibahas hubungan antara perubahan usia minimum 
perkawinan dan dispensasi kawin sebagai bentuk adaptasi hukum 
terhadap perlindungan anak sekaligus ruang pengecualian dalam 
praktik hukum. Pembahasan kemudian diarahkan pada relasi antara 
pencatatan nikah dan isbat nikah yang menunjukkan hubungan antara 
ketertiban administrasi dan fleksibilitas pengakuan hukum terhadap 
perkawinan yang tidak tercatat. 

Bab keempat membahas inkonsistensi dan ḥīlah hukum dalam 
perkawinan beda agama dan nikah wanita hamil. Pada bagian awal 
dijelaskan inkonsistensi yuridis yang muncul dalam pengaturan kedua 
isu tersebut. Selanjutnya dibahas berbagai bentuk ḥīlah hukum dalam 
praktik perkawinan beda agama, seperti pelaksanaan perkawinan di 
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luar negeri, penundukan pada salah satu hukum agama, maupun 
penggunaan pendekatan hak asasi manusia dalam praktik hukum. 
Pembahasan mengenai nikah wanita hamil diarahkan pada dinamika 
ijtihad mazhab dan relasi antara norma hukum dan praktik dalam 
Kompilasi Hukum Islam. Bab ini menunjukkan bagaimana 
fleksibilitas hukum keluarga Islam dapat melahirkan ruang 
kompromi, penyesuaian, bahkan ketegangan normatif dalam praktik 
hukum. 

Bab kelima membahas multiinterpretasi hukum dalam 
pengasuhan anak, adopsi, dan masa idah. Pembahasan dimulai dengan 
polemik normatif-yuridis dalam pengasuhan anak dan masa idah, 
terutama berkaitan dengan perubahan pendekatan hukum dari tekstual 
menuju kontekstual. Selanjutnya, dibahas multiinterpretasi dalam 
pengasuhan anak, khususnya hubungan antara prinsip prioritas ibu 
dalam hadanah dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pada 
bagian akhir dibahas multiinterpretasi hukum dalam penentuan awal 
masa idah yang berkaitan dengan legalitas perkawinan berikutnya. 
Bab ini memperlihatkan bagaimana perbedaan penafsiran hukum 
menciptakan fleksibilitas sekaligus ketegangan normatif dalam 
praktik hukum keluarga Islam. 

Bab keenam membahas dampak dan implikasi dari 
keterbukaan dan fleksibilitas hukum perkawinan Islam, baik dalam 
diskursus akademik maupun praktik hukum. Dalam ranah diskursus, 
pembahasan diarahkan pada perkembangan perdebatan hukum 
keluarga Islam dalam isu usia minimum perkawinan, pencatatan 
perkawinan, perkawinan beda agama, nikah wanita hamil, 
pengasuhan anak, dan masa idah. Sementara itu, dalam praktik 
hukum, pembahasan difokuskan pada penerapan norma dalam 
putusan pengadilan dan praktik administrasi hukum keluarga Islam. 
Bab ini menunjukkan bagaimana fleksibilitas hukum perkawinan 
Islam tidak hanya membentuk dinamika pemikiran hukum, tetapi juga 
memengaruhi praktik penegakan hukum dan kehidupan masyarakat. 



35 

 

Bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan 
memuat temuan utama penelitian mengenai sinkronisasi norma, 
fleksibilitas hukum, serta implikasinya dalam hukum perkawinan 
Islam di Indonesia. Adapun saran diarahkan pada pengembangan 
regulasi, praktik penegakan hukum, serta penguatan pembaruan 
hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial 
dan kebutuhan masyarakat.
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BAB VII 

PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Peraturan perundang-undangan mengenai hukum perkawinan bagi 
masyarakat Muslim pada dasarnya memiliki keselarasan tujuan, tetapi 
tidak selalu menunjukkan keharmonisan pada tingkat aturan dan 
implementasi. Disharmoni tersebut memperlihatkan politik 
akomodasi negara. Selain itu, terdapat aturan yang memberikan ruang 
fleksibilitas yang mempertahankan norma utama (main legal norm) 
sekaligus membuka legal exit melalui berbagai mekanisme 
pengecualian untuk mengakomodasi kebutuhan sosial masyarakat. 

Hukum perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia 
menunjukkan adanya disharmoni yang dapat dikelompokkan ke 
dalam beberapa bentuk. Salah satunya adalah disharmoni yang 
melahirkan ḥīlah hukum, yaitu penggunaan konstruksi hukum tertentu 
untuk mencapai tujuan yang secara normatif tidak diakomodasi secara 
langsung oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana tampak 
dalam praktik perkawinan beda agama maupun pengaturan 
perkawinan wanita hamil.  Dalam praktik perkawinan beda agama, 
ḥīlah hukum dapat digunakan untuk menyiasati keterbatasan 
pengaturan yang tidak secara langsung memberikan ruang bagi 
perkawinan antara pasangan yang berbeda agama, sehingga ditempuh 
mekanisme hukum tertentu agar perkawinan tetap dapat 
dilangsungkan dan memperoleh pengakuan hukum. Pola yang serupa 
dapat ditemukan dalam pengaturan perkawinan wanita hamil. 
Ketentuan mengenai perkawinan wanita hamil memberikan ruang 
untuk menyiasati persoalan status perkawinan dan akibat hukum yang 
muncul dari kehamilan, sehingga kondisi yang sebelumnya berada di 
luar pola perkawinan yang ideal dapat ditempatkan ke dalam 
konstruksi hukum yang tersedia. Ḥīlah hukum dalam hal ini 
menunjukkan adanya upaya menyiasati batasan atau persoalan dalam 
pengaturan yang ada melalui konstruksi hukum tertentu untuk 
mencapai tujuan praktis dan memperoleh konsekuensi hukum yang 
diinginkan. 



201 

 

Contoh lain dari disharmoni norma dalam hukum perkawinan 
dapat dilihat pada berkembangnya multiinterpretasi terhadap norma 
pengasuhan anak. Ketentuan KHI pada dasarnya memberikan 
konstruksi mengenai pengasuhan anak yang belum mumayyiz dengan 
menempatkan ibu dan keluarga tertentu sebagai pihak yang 
memperoleh prioritas dalam pengasuhan. Namun, perkembangan 
perspektif perlindungan anak memperkenalkan prinsip kepentingan 
terbaik bagi anak sebagai pertimbangan yang lebih substantif dalam 
menentukan pengasuhan. Pergeseran tersebut mengubah orientasi 
pengaturan yang semula lebih menekankan pada kedudukan atau hak 
orang tua dalam pengasuhan menuju pertimbangan mengenai hak dan 
kepentingan anak, sehingga membuka ruang bagi lebih dari satu 
penafsiran terhadap norma pengasuhan. Multiinterpretasi serupa juga 
dapat ditemukan dalam penentuan awal masa idah, ketika perbedaan 
konstruksi dalam memahami kapan masa idah mulai dihitung 
menunjukkan adanya ruang penafsiran terhadap norma yang sama. 
Disharmoni dalam multiinterpretasi memunculkan pergeseran 
paradigma dan perbedaan penafsiran terhadap norma sebagai respons 
terhadap perkembangan pemikiran dan kebutuhan hukum di 
masyarakat. 

Sementara itu, fleksibilitas norma dalam hukum perkawinan 
terlihat dari adanya ruang pengecualian terhadap ketentuan yang 
berlaku secara umum. Fleksibilitas tersebut antara lain tampak dalam 
dispensasi kawin, yang memungkinkan perkawinan dilangsungkan 
sebelum mencapai batas usia minimum yang telah ditetapkan oleh 
hukum. Keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan bahwa batas 
usia minimum perkawinan yang pada dasarnya ditetapkan sebagai 
standar umum tidak sepenuhnya bersifat mutlak, karena 
penerapannya masih dapat dikesampingkan melalui pertimbangan 
tertentu. Fleksibilitas serupa juga terlihat dalam mekanisme isbat 
nikah, yang memungkinkan perkawinan yang tidak tercatat 
memperoleh penetapan melalui mekanisme hukum tertentu. Kondisi 
tersebut memperlihatkan adanya ruang antara tuntutan pencatatan 
perkawinan sebagai bagian dari tertib administrasi hukum dengan 
kenyataan adanya perkawinan yang berlangsung di luar mekanisme 
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pencatatan. Fleksibilitas dalam kedua hal tersebut menunjukkan 
bahwa hukum perkawinan bekerja melalui norma umum sekaligus 
menyediakan ruang pengecualian. 

Penyebab disharmoni norma dalam hukum perkawinan di 
Indonesia pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa 
sumber. Salah satunya adalah disharmoni yang lahir dari 
pembentukan legal policy maupun siyāsah sharʿiyyah sebagai 
respons terhadap perkembangan masyarakat. Bentuk ini tampak 
dalam pengaturan perkawinan beda agama yang dipengaruhi oleh 
pengakuan terhadap pluralitas keberagamaan masyarakat, serta 
pengaturan perkawinan wanita hamil yang berorientasi pada 
perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. 
Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum tidak 
lagi semata-mata bertumpu pada konstruksi normatif hukum keluarga 
Islam, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial dan 
perkembangan hak asasi manusia. Dalam klaster yang sama, 
fleksibilitas juga muncul sebagai akibat ketegangan antara idealitas 
hukum dan realitas sosial (idealism versus realism). Ketegangan 
tersebut tercermin dalam fleksibilitas batas usia minimum perkawinan 
melalui mekanisme dispensasi serta berkembangnya fungsi isbat 
nikah yang bergeser dari instrumen perlindungan hukum menjadi 
sarana legalisasi berbagai bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan. 

Berbeda dengan klaster pertama yang dipicu oleh perubahan 
kebijakan hukum, sumber disharmoni berikutnya adalah perubahan 
orientasi nilai dalam masyarakat maupun perbedaan cara membaca 
sumber hukum. Pergeseran paradigma pengasuhan dari pendekatan 
yang berpusat pada hak dan kewajiban orang tua menuju pendekatan 
yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak melahirkan 
berbagai penafsiran mengenai hadanah. Sementara itu, perbedaan 
dalam memahami dasar normatif mengenai putusnya perkawinan 
menimbulkan variasi penafsiran mengenai awal dimulainya masa 
idah. Dengan demikian, disharmoni norma dalam hukum perkawinan 
tidak hanya bersumber dari perubahan legal policy yang 
menyesuaikan kebutuhan masyarakat, tetapi juga dari dinamika 
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interpretasi hukum yang terus berkembang seiring perubahan nilai, 
paradigma, dan cara memahami sumber-sumber hukum. 

Disharmoni dan fleksibilitas hukum perkawinan bagi 
masyarakat Muslim tidak hanya menghasilkan kemampuan hukum 
beradaptasi terhadap perubahan sosial, tetapi juga memunculkan 
sejumlah implikasi terhadap perkembangan hukum perkawinan itu 
sendiri. Menurunnya daya imperatif norma menyebabkan ketentuan 
hukum tidak lagi dipahami sebagai aturan yang bersifat mutlak, 
sehingga berkembang berbagai mekanisme pengecualian, seperti 
dispensasi kawin, perluasan fungsi isbat nikah, maupun praktik 
perkawinan poligami siri yang kemudian memperoleh legalisasi 
melalui penetapan pengadilan. Berkembangnya budaya pencarian 
celah hukum (legal loophole) mendorong lahirnya berbagai bentuk 
penyelundupan hukum, terutama dalam praktik perkawinan beda 
agama.  

Pada saat yang sama, meningkatnya ketergantungan terhadap 
diskresi aparat penegak hukum menyebabkan hakim dan KUA 
memiliki peran yang semakin dominan dalam menentukan arah 
penerapan hukum, sebagaimana tampak dalam pemberian dispensasi 
kawin, penetapan isbat nikah, perkawinan wanita hamil, maupun 
penentuan awal masa idah. Akhirnya, kondisi tersebut menggeser 
pusat perkembangan hukum dari legislator kepada implementator, 
sehingga perkembangan hukum perkawinan tidak lagi terutama 
ditentukan oleh perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi oleh 
praktik penafsiran dan penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim 
dan aparatur administrasi perkawinan.  

B. Rekomendasi 
Berdasarkan temuan dan simpulan di atas, dirumuskan beberapa 
rekomendasi sebagai kontribusi praktis dan teoritis. Adapun 
rekomendasi tersebut adalah: 

1. Kontribusi Praktis: 
a. Bagi Legislator dan Pemerintah: Perlu melakukan 

pembacaan ulang secara kritis (re-reading) terhadap 
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peraturan perundang-undangan perkawinan yang 
selama ini memicu disharmoni. 

b. Pemerintah perlu melakukan kodifikasi dan 
pembaruan hukum perkawinan Islam yang 
komprehensif, bukan lagi sekadar mengeluarkan 
regulasi sektoral atau surat edaran dan lainnya. 

c. Standardisasi Dispensasi: Dalam persoalan dispensasi 
kawin, pemerintah perlu mengatur batas usia minimum 
absolut untuk pengajuan dispensasi, meniru negara-
negara berpenduduk Muslim lainnya di dunia. 

d. Penguatan Norma Utama: Melakukan upaya 
penguatan norma hukum utama (main legal norm) agar 
masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada pintu 
darurat hukum atau legal exit. 

e. Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum 
Perkawinan secara Menyeluruh. Pemerintah dan 
legislator perlu segera merestrukturisasi regulasi 
perkawinan Islam, baik secara internal maupun 
eksternal. Dinamika lahirnya undang-undang baru 
yang sektoral tidak boleh dibiarkan terus berjalan tanpa 
diikuti pembaruan undang-undang induk, yang pada 
akhirnya justru mendegradasi keselarasan hukum 
perkawinan yang sudah ada. 

f. Mempertimbangkan Penerapan Mekanisme Sanksi 
Denda (Legal Enforcement Mechanism) Sebelum 
Legalisasi. Guna mempertahankan daya imperatif 
hukum dan kepastian aturan, negara perlu menerapkan 
sanksi denda administratif terlebih dahulu bagi pihak 
yang mengajukan dispensasi maupun isbat nikah 
akibat kelalaian atau pelanggaran sadar. Ini adalah 
instrumen krusial untuk memberikan efek jera, 
menjaga wibawa norma utama (main legal norm), dan 
menutup pintu eksploitasi jalan darurat hukum (legal 
exit). 
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g. Akselerasi Pemberdayaan Perempuan dan Anak 
Melalui Edukasi Kesadaran Diri. Di tingkat akar 
rumput, diperlukan program pemberdayaan yang masif 
guna menumbuhkan kesadaran sosiologis bagi 
perempuan dan anak mengenai pentingnya hak atas diri 
sendiri, serta bahaya dari perkawinan dini, perkawinan 
siri, maupun fenomena hamil di luar nikah. 

h. Edukasi Publik Mengenai Dampak Multisektoral 
Penyimpangan Hukum. Masyarakat luas perlu 
disadarkan bahwa setiap tindakan penyelundupan 
hukum keluarga membawa efek domino yang 
destruktif secara menyeluruh terhadap masa depan 
bangsa mulai dari runtuhnya kualitas kesehatan, 
gangguan psikologis, putus sekolah, hingga ancaman 
stunting pada keturunan yang akan merapuhkan 
kualitas generasi penerus Indonesia. 

 
2. Kontribusi Teoritis: 

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan 
hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Indonesia bukanlah 
negara Islam, tetapi merupakan negara dengan populasi Muslim 
terbesar di dunia. Sebagai negara yang menuntut ruang 
penyerapan norma yang sangat luas dan kuat atas identitas 
keagamaan, Indonesia bertindak mengakomodasi hukum 
agama ke dalam bingkai hukum nasional.  

Penelitian ini menyumbangkan pemikiran berupa Teori 
"Hukum yang Responsif-Kontekstual" (Responsive-Contextual 
Jurisprudence) dan mereformulasi konsep "Elastisitas 
Siyasah". 

Teori ini menegaskan bahwa kodifikasi hukum Islam di 
Indonesia tidak boleh terjebak dalam positivisme hukum yang 
kaku (rigid laws), namun juga tidak boleh dibiarkan liar dalam 
diskresi implementator yang tanpa batas. Negara yang plural-
Muslim seperti Indonesia perlu merumuskan tatanan di mana 
fleksibilitas hukum tidak dijadikan celah untuk melahirkan 
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penyelundupan hukum (fraus legis), melainkan dikontrol  oleh 
siyāsah sharʿiyyah sebagai instrumen dinamisasi hukum demi 
mewujudkan kemaslahatan keadilan Islam yang substantif.
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